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- PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 08 TAHUN 2008
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA ESA

BUPATI BARRU

3 Menimbang :a. Bahwa dolam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Mengingat .

Daerah yang baik, yang berorientasi kepada pelayanan
umum, perlu adanya kebijaksanaan keuangon Daerah
sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif,
efisien.fransparan dan bertanggung jawab, perlu menyusun
aturan Pokok-Fokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Bahwa dalom rangka melaksanakan kebijaksanaan

Keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan
publik mempedomani pelaksanaan lebih lanjut Pasal 194
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Posal 151 ayai (1]
Peraturan Pemeriniah Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 330

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2004. *

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud

pada huruf (@) dan (b) maka perlu membentuk Peraturan
Daoerah +entang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangon
Daerah Kabupaten Barru.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Repoblok
ihdonesic: Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Repoblik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersili dan Bebas Korupsi,

]
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Kolusi dan Nepotisme | Lembaran Negara Repoblik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Rl Nomor
3851).sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindakan

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4250);

. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-undang Momor 18 tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor ] Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

»

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

| Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negarc
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor &6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421,

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah divbah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan
Pemerintiah pengganti Undang-Undang Nomor 3 fahun 2005

2
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Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 Tahun
2004, Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Uridang-Undang
(Lembaran Negord RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4548);

Ulndc:ng-Undong Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tefitang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara:Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang TatacarQ
Penghapusan Pinjaman Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangcn Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4503]
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Ten?cng Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomer 62, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler ‘dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

()
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005

18.

19.

tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negc:rd Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik |
Nomor 4574);

ndonesiq

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Perimbangan |

tentang Dang
Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun
2005 Nomer 137, Tambahan Lembaran

Nego{\o Republik
Indonesia Nomor 4575)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomeor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hiban
(Lembaran Negara Republik Indonesio Tahun 2005 Nomor 139
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577
Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarar MNegara Republk

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemba
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Negara Republik Indenesia Nomor 4578)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal!
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4585):
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2005 Norner 145, Tambahan Lemboaran regara Republik
Indonesia Nornor 4593);

Pergturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 20046 tentang

Z

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tampahan
Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 MNomor 25, Tambahecn

Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Taohun 2007 Tentang
Pembagin  Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737); |

Peraturan Daerah Kobupaten Barru Nomor 1 Tahun 2005
Tenatang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Barru
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 Nomer 0T,
Tambahan Lembaran Daerch Kabupaten Barru Nomor 01)
sebaguimana felah diubah dengan Peraiuran  Daerah
Kabupaten Barru Nomor 07 tahun 2007 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Kabupcten Barru Nomor ol
tahun 2005 tentang kedudukan Protokuler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rckyat Daerch
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2007 Nomer 07);

Peraturan Dcerah Kabupaten Barri Nomor 01 Tahun 2006
Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2006 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2007
Tentang Alokasi Dana Desa (ADD] Kabupaten Barru

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04)

¥
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_ Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerch ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaien Barru

2. Bupati adalah Bupati Barru.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru yang ;\erdiri atas
Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

4. Perangkat Daerah odolorlw Organisasi / lemkbaga pada Pemerintich Daerah

- yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membaniu Bupati dalam
menyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atos Sekretaris Daerah,
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

5. Dewan Perwakilan Rakyat boeroh yang selanjutnya disebut DPRD, adalah
Lembaga Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatern Barru.

\J_,‘.O'\

. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Pemerintah Pusai
-selanjutnyc disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
dan/atau menteri yang ferkait sebagaimana diatut dalam peraturan
perundang-undangan.

8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

O

Peraturan Perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk
oleh lembaga negara atau Dengan Persetujuan Bersama pejabat yang
berwewenang dan mengikat secara umum.

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkao

penyeleniggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan vang

o)
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1ermosuk_didalomny_o segala bentuk kekayaan yang Lerhubungan dengan
hak dan kewdgjiban daerah tersebut.

I'1. Pengelolaan Keuangan Daerch adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. . |

12. Anggaran Pendapatan dan Belanjo Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tchunan pemerintahan daerah yorty dibahas

. dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan
perundang-undangan yang dibeniuk  oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Bupati

14. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

15. Keputusan Bupati adalah ketetapan tertulis yang dibuat oleh Kepala
Daoerah.

6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerch adalah Bupat yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan  menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolcan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

18. Ber.daharawan Umum Daerah adalah Pejabat yarg diberi kewenangan
olenh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Daerah untuk mengelola

‘tiap penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk
kekoyaan daerah lainnya.

19, Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPXD
yang bertindak dalam kapasitas sebagal bendahara umum daerah.

20. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tLgas

bendahara umum daerah.

21. Satuan Kerjc Perangkat Daerch yang selanjuinya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah  daeran selaku pengguna
anggaran/barang.

22, Satuan Kerja 'Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pernerintah dan seloku pengguna

~J
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32.
33.
34.
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. Pengguna  Anggaran  adalah pejabat  pemegang kewenanaa

anggaran/barang, yarg juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah. '

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atay beberapa
program.

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah

pejabat pada unit keria SKPD yang melaksanakan saiu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

3

Penggunaan anggaran untuk meloksanakan fugas pokok dan fungsi SKP
yang dipimpinnya.

G

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagion' kewencngqn pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
Lmroné miNk daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dar
membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempal penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
dcerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

. Bendahara Pengelucran adalah pejabat fungsional yang dituniuk

menerima, menyimpan, membpayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan vang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Penerimaan Daerah adalah uang yang rasuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah vang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakul sebagai
penambah nilai kekayaan bersih,

Belanja Daerah adalah kewajiban pemenintah daerah yang diakui sebagai

pengurarig nilai kekayaan bersih.
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Surplus Anggaran Daerah adalah selisin lebih antarg pendapatan daerah
dan belanja daerah. '

Defisit Anggaran Daerah adalah selisin kurang antara pendapatan daerah

dan belanja daerah.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang -periu dibayar

kermbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
Tahun Anggaran yang bersangkutan mcupun pada tahun-tahun cnggcron
herikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisin lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
peniode anggaran,

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menenima sejumlah uang atau menenima manfaat yang bernilal uang dan
pihak lain sehingga daerah dibebani kewonbon untuk membayar kembaii.
Kerohgko Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan
ferhnadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dan satu
fahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat
keputusan yang bersangkuian pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prczklrcon maiju.

Prakiraan Maju (forward eshmcfe) adalah perhitungan kebutuhan dara
untuk tahun anggaran berikutnya dan tahun yang dinencanqkan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiotan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas yang terukur.

Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana
keuangan tahunan ycng dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenic
belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan
pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional
Program adalah penjacbaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya

Q
3
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berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunckan sumber daya vy

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
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47. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

48,

49.
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81,
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53.

54.
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lebih unit kerja pada SKPD sebagai bogiaﬁ dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpvulan tindakan pengerarnian
sumber dcyo baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi. dana, atau kr)mbinosi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daye terseput sebagai masukan
(input) untuk menghasiikan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegioton.

Keluaran {output) adalah barang atau jasa yang dihasiikan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapacian sasaran dan tujucn
program dari kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuaty yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari keglatan kegiatan dalam satu program. ’

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjuinya disebut Rencana
Kerja Pemenintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya, disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran ycng berisi program
dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan  untuk
melaksanakannya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalan
fim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai iugos menyiapkan serta rnelaksanakan kebijakan
kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdir
dari Pejakbat Perencana Daerah, PPKD dan pejabot lainnya sesuai dengan

kebutuhan.

. Kebijakan Umurﬁ APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 {satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjuinya disingkat PPAS

merupakan program pricritas dan patokan batas maksimum anggaran
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yang diperikon kepada SKPD unifuk setiap program sebagal acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD  yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan  oleh Yoengguna
anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan  kegiatan/bendahara pengeluaran untuk  mengajukan

permintaan pembayaran.

Surat-Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adolah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnva disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD.

surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adelah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP20 atas beban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak ketiga. _'

Uang Persediaan adalah sejumlah vang tunai yang disediakan untuk satuan
kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

Surat Perintfah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ku isa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D0  atas beban beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan
untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeivaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang

telah dibelanjakan.

»
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66. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya

67.

68.

69,

70.

71

72.

disingkat SPM-TU adaloh dokuren yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penarbitan SP20D atas beban
pengelucrcm DPA-SKPD, karena kebutuhan dananva me!eblm dan jumiah
batas pagu uang persed:oon yang ' telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.

Pinjoman Daerah adalah jumich uang yang wajb dibayar kepada
pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan vang sebagai akibat perjanjian atau akibot lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal aari perolehan lainnya yang sah.

Pinjoman Daerah adalah jumiah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
vang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perianjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan  untuk  menampung
kebutuhan yang memeriukan dana relatif besar yang tidax dapat dipe~uhi
dalam satu tahun anggaran.

Sistern Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupckan suatu proses
yang berkesinambungan yang dilakukan deh lembaga/badan/unit yang
mempunyai tugas don fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan
evaluasi, untuk menjamin agar peiaksanaan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan

hukum baik sengaja maupun lalai.

. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BwJD adalah

SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang diual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas.

74 Investasi Daerah adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh

manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau

12



76.

77.

. Sistem Akuntansi Pemerintchan Daerah adalah serangkaian prosedu

mantaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemeri

Jaerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,

ntan

r mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APRD.

Slandar Akuntansi Pemerintahan adalah - prinsip-prinsip  akuntansi yang

dilerapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan  keuarigan

pemerintah,
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan Pemerintah Kabupaten Barru selama satu pericde,

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan daerah meliputi:

a.

hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerch serta
melakukan pinjaman; .

kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemeriniahan daerah
dan membayar tagihan pihak ketiga; |

penerimaan daerah; | i )
pengeluaran daerah;

kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oieh pihak lain berupa uang,
surat berharga, pinjaman, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
daerah; dan

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan
umum,

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini

meliputi:

a.

o.

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

c. Struktur APBD;

d.

penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
penyusunan dan penetapan APRD;
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+ . pelaksanaan dan perubahan APBD;

g. penatausahaan keuangan daerah:

h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:

I pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBRD:
- J.  pengelolaan kas umum daerch;

k. pengelolaan pinjaman daerah;

pengelolaan investasi daerah:

- pengelolaan barang millk daerah:
pengelolaan dana codqngon;
pengelolaan pinjaman daerah:

pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah:

W

2 v o 5 3

penyelesaian kerugian daerah:
= r. pengeiolaan kevangan badan layanan umum daerah:

S. pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
(1) Keuangan daeroh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan pertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalem suatu sictemn yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.
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KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu ¥
'Pemegong Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 5 |

Bupati selaku kepala pémerintah daerah adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam

kepemilikan kekayaan dasrah yang dipisahkan.

Kewenangan Bupati sebagai peémegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daeranh, vaitu:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APRD

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah:

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;

d. menetapkan  bendahara peherimoon dan/atau  bendahara
pengeluaran; '

e. menetapkan pejabat  yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah:

fi menetcpkqn pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan pinjaman
can pinjaman daerah;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang
milik daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran.

. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangon Daerah

elimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah:
b. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerch selaku PPKD:

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahakn, menguji, dan yang menerima

atau mengeluarkan uang.

N
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Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
R | Pasal 6
(1) Sekretdris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah

- sebagaimana dimaksud pada pasal 5 avat (3) huruf q, melmpunye} tugas
koordinasi di bidang:
Q. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APRD:
b. penyusunan dan peloksonodn kebijakan pengelolaan barang daerah:

penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD," dan pertanggung

jawaban pelaksanaan APRD:

o

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD. dan pejabat pengawas
- keuangan daerah; dan

JF f.  penvusunan laporan kevangan claerah dalam rangka
perfonggungjdwobon pelaksanaan APBD.
) (2) Selain mempunyai tugas koordinator sebagaimana dimauksud pada ¢ /at |
(1) sekretaris daerah mempunyai tugas:
a. memmpin tim anggaran pemerintah daerah:
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD:
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD: dan
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengeiolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(3) Koordinator pengelolaon keuangan doerah bertanggung jowab atas
% pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Kevangan Daerah
. Pasal 7

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal §

ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

a. menyusun dan meloksanakan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah; '
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;



.

C. melaksanakan pemungutan pendapatan daerak yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
e. ményusun laporan keuangan daerch dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh kepala daerah,

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, berwenang:
a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APRD:
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD:
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD:
d. memberikan petuniuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan danr

pengeluaran kas daerah;

@

melaksanakan pemungutan pajak daerah:
= f; mene’robkan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintah daerah
h.  melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dterah:
I.  menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. melaksanakan kebljakan  dan “pedoman pengelolaan  serta
penghdpuson barang milik daerah.
(3) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku
. Kuasa BUD.
(4) PPKD bertanggungjowab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
. melalui Sekretaris daerah.
| - Pasal 8
(1} Penunjukan kuasa BUD §ebcgoimcnc dimaksud pada Pasal 7 ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai iugas:
a. menyiapkan anggaron Kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D;

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah:
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
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- f. mengusahakan  dan mengatur  dana yang diperlukan  dalam
pelaksanaan APBD : '
d. menyimpan uang daerah :
h. melaksanakan penempaton uang daerar den
mengelola/menatausahakan investasi daerah :

. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan. pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah :

j.  melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintan daerah ;

k. melakukan pengelolaan pinjuman dan pinjaman daerah : dgn

l. melakukan penaginan pinjaman daerah.

(3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

. ' ' Pasal 9
- PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk
’ melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut -
- @. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD:
. b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
melaksanakan pemungutan pajak daerah
d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman don pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah;
e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah:
f. menyajikan informasi keuangan daerah: dan
g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
Pasal 10

(1). Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang

daerah mempunyai tugas

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran pbelanja.

. d. melaksariakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
. e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

. ' 18
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£, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak:

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjdsomo dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan:

h. mehondctcngcni SPM;

I. mengelola pinjaman dan pinjaman yang menjadi ?ohggung jawab
SKPD yang dipimpinnya:; '

. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah * yang menjadi
tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

K. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
dipimpinnya. '

l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya:;

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati: dan

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah bertanggung

jowab atas pelaksanaan fugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pasal 11
Pejabat penggunc anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan
tugas—tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD seluku
kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
perdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi jabatan
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul kepalo SKPD.
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud puda ayat (1)
meliputi
a. Melakukan tindakanyang mengakibatkan pengeluaran c:\fcs beban
anggaran belanja ;
b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ;
c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;

1y
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d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dengan
batas anggaran vang teiah ditetapkan ;

€. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU :

2 Mehgowosi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ;

g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna oﬂggcron lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat
anggaran ;

pengguna

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengguna Anggarcn/Pengguna Barang.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pasal 12
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Aancrcn/Kuaso Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan
kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
Penunjukan PPTK  berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
anggaran kegiatan, beban kera, lokasi, dan/aiau rentang kendali dan
pertimbangan obyektif lainya.
PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawob atas
pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggunglawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang. '
PPTK mempunyai tugas mencakup :
a. mengendalikan pelaksancan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
&, menyicpkdn dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.
Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuci

dengan ketentuan perundang-undangan.




e g,

OROK-FOROR PENGELOLAAN KEUANG AN DAERAH@ ¢
N2 i L0 RPRIVA TR 8

q‘ I, 1 B b A TS LRI Y

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Pasal 13

(1) Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungs fata usaha

kevangan pada SKPD sebcxgm pejabat perniatausahaan Keuangan SKPD,
(2) Pejabat Penatausahacn Keuangan SKPD selanjutnya cisingkat PPK-SKPD

mempunyal 'tugas melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-

SKPD, yang meliputi

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan  barang dan jasa yang
. disampaikan oleh bandahara penéelucron dan diketahui/disetujui oleh
I PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS, Gaji dan

Tunjangan PNS serta penghasilan lginnya yang ditetapkan dalam

K peraturan perundang-undangan yang digjukan oleh bendahara
pengeluaran;

melakukan verifikasi SPP: W

menyiapkan SPM;

® a o

melakukan verifikasi harian atas penenmaan:

—

melaksanakan akun:ansi SKPD: dan
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3] PPK-SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendaharg, dan/atau PFTK.

Bagian Kedelapan

. Bendahara Penefimccn dan Bendahara Pengeluaran

. Pasal 14

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahora penerimaan  dan
pendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsicnal.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1] dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagal

: penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan
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uang ngc suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendaharan Pengeluaran Pembaniu pada
unit kerja terkait.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnva kepada PPKD selaku BUD.
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Bagian Kesatu
Asas Umum APBD
-~ ‘ Pasal 15

(1) APBD disusun sesuaqi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan kemampuan pendapatan daerah.

{2) Penyusunan APBD sebdgaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
untuk tercapainya tujuan bermegara.

(3] APBD mempunyai fungsi oforisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

. distribusi, dan stabilisasi.

, (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APED
:. setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
i Pasal 14

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik calem
bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan. |

(3) Semua pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APRD.

. (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

N Pasal 17

' (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang

Cukup.
(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan

dasar hukum yang melandasinya.

r
Pasal 18

Tahun anggaran APBD melipuli masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januar
sampai dengan 31 Desembgr.
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Bagian Kedua
Struktur APBD
Pasal 19

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri atas:
a) pendapatan daerah;
b) “elanja daerah; dan
c) pembiayaan daerah.
Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dik'assifikasikan
menurut urusan pemerintchan daerah dan organisasi yang bertanggung
jawab melaksanakan urusan pemerintahan  tersebut sesuci dengan
peraturan perundang-undangan.
Klassifikasi  APBD ~ menurut  urusan  pemerintahan  dan  organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan
kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1] huruf a
meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang
menambah ekuitas dana lancar, yang merupakcan hak daerch dalam |
(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.,
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, ienis, obyek
dan rincian obyek pendapatan.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur;.."\o meliputi
semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam (1) satu
tahun anggaran yang tidak akan dipér_cleh pembayarannya kembpali oleh
daerah. ‘

Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirnci
menurut urusan  pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit dan/atau
memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci
menurut fungsi, urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis,

obyek dan rincian obyek pembiayaan.

r2
I
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Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah
Pasal 20
Pendapatan daerah dikelompokkan atas:
% Q. pendapatan asli daerah (PAD):
b. dana perimbangan; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pasal 21
(1) Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
d. pajak daerah;
b. retribusi dcerdh;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
™ (2) Jenis pajak  daerah dan  retribusi daerah sebagaiman® dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan b dirinci menurut obyek‘pendcpoton sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
E (3) Jenis hasil pengeloiaan kekayaan daerch vyang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut ¢ dirinci menurut obyek
pendapdfcn yang mencakup :
a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah daerah/BUMD; |

b. bagicn laba atas penyertaan modal pada perusahaan  milik

: pemerintah/BUMN:; dan
. c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaon milik swasta
- i

. atau kelompok usaha masyarakat,

' (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d disediakan untuk menganggarkan penerimaan
daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah ayng dipisahkan, dirinci menurut
obyek pendapatan yang mencakup :

a. hasil penjualan kekaycaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai
atau angsuran/cicilan;

b.jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. penerimaan atas tuntdtan ganti rugi kerugian daerah;
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€. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai ckibat dan
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah:
f. penerimaan keuntungan dari selisii rilai tukar rupiah terhadap mata
ucng asing;
g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjc.«]n:
h. pendapatan denda pajak;
i.pendapatan denda retribusi;
|.pendapatan hasil eksekusl atas jaminan;
k. pendapatan dari pengembalian:
l.tasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. penddpatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
dan
n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pasal 22
Kelompok pendapatan dana perimbangan  dibagi _menurut  jenis
pendapatan atas : |
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum; dan
<. dana alokasi khusus.
Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
a. bagi hasil pajak; dan
b. bagi hasit bukan pajak.
Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana
alokasi urum.
Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut
kegiatan yang ditetapkan cleh pemerintah.

Pasal 23
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis
pendapatan yang mencakup:
a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah dcerah iainnya, badan/
lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok
masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri vyang tidak

mengikat;

b dand’ darurat dari’ pemerintah  daldm rangka  penanggulangan

korban/kerusakan akibat bencana alam;

26
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¢. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten
d. dana penyesuacian dan danc otonomi khusus yang ditetapkan oleh
pemerintah; dan

e. bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lQinnya,
Hibah sebagaimana yang dimaksud pada oyat (1) hQruf a adalah
penerimaan doerch_ yang perasal dari pemerintah Negara Asing,
Badan/Lembaga  Asing, Badan/Lembaga Internasional,  Pemerin‘ah
Badan/Lembaga Dalam Negeri atau perorangan, baik dalam bentuk
devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan
pelatihan yang tidak perlu dibayar kembaii.
Pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
pada peraturan perundang undangan.
Pasal 24

Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Iain-
lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas
daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendcpatan daerah yang sah
dianggarkan pada SKPKD.
Retribusi daerah, komisi, pofongon, keuntungan selisih nilai tukar rupiah,
pendapatan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, hasil penjuclan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau
pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah
penguasaan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dianggarkan pada
SKPD.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 25

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksancan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilhan dan urusan penanganonnva dalam
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajibgn daerah yang
diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehctan,

~N=
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(3)

(1)

(2)

¢. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten
d. dana penyesuaian dan danc otonomi khusus yang ditetapkan oleh
pemerintah; dan
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.
Hibah sebagaimana yang dimaksud pada oyat (1) hQruf a adalah
penerimaan doeroh. yang berasal dari pemerintoh Negara Asing,
Badan/Lembaga Asing, Badan/Lembaga Internasional, Pemerintah,
Badan/Lembaga Dalam Negeri atau perorangan, baik dalam benfuk
devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan®
pelatihan yang tidak perlu dibayar kembaili.
Pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
pPada peraturan perundang undangan.
Pasal 24

Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. lain-
lain pendapatan asli daerah yang san yang ditransfer langsung ke kas
daerah, dana perimbangan dan loin-loin pendcpatan daerah yang sah
dianggarkan pada SKPKD.
Retribusi daerah, komisi, potongon, keuntungan selisih nilai tukar rupiah,
pendapatan dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hcsil pemanfaatan atau
pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah
penguasaan Pengguna Anggaran/Pengouna Barang dianggarkan pada
SKPD.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 25

Belanja daerah dipergunckan dalam rangka mendanai peiaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannyva dalam
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewaijibgn daerah yang

diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, oendidikan, kesehatan,
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(4)

(5)

AR AN T

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminan sosial, '

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana yang dimaksud

poda ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian

standar pelayanan minima! sesuai dengan ketentuan

cerundang-

undangan.

Klasifikas! belanja dibagi menurut urusan pemerintahan sebaguimana yang

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja
urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada wyat
(2) mencakup :

—-

m.

o0 D O 3

-

©® a0 oo

pendidikan;
kesehatan;
pekerjaan umum;
perumahan rakyat;
penataan ruang;

perencanaan pembangunan;

. perhubungan;

. lingkungan hidup;

pertanahan;

kependudukan dan catatan sipil: '
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berehcono dan keluarga sejahtera;

sosial; -

ketenagakerjaan ;

Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penanaman modal;

kebudayaan;

kepemudaan dan olah raga;

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

otonomi daerah, pemerintahan umum, odminist.rc;si keuangan daerah,
perangkat daerch, kepegawaian dan persandian;
ketahanan pangan:

pemberdayaan masyarakat dan desa;

. statistik;

kearsipan ;

28
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V. komqnikasi dan informatika : dan

z. perpustakaan

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (]]' mencakup:

Q. pertanian;

D. kehutanan;

C. energi dan sumber daya mineral:

d. pariwisata;

e. kelautan dan perikanan:

f. perdagangan:

g. industri; dan

h. ketransmigrasian. "

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganarnnyc dalam
bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan peme.intah daerah yang ditetapkan denganketentuan
perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan

yang diklassifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilinan,

. Pasal 24
Klasifikasi belanja menuruj fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan
dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, mencakup: pelayanan
umum, Ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup,
perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya,
pendidikan, dan perlindungan sosial.
Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana vang dimaksud pada
pasal 19 ayat (7} disesuaikan dengan susunan organiscsi pemerintan
daerah.
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagai mana dimaksud
pada 19 ayat (7) disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah.: ‘

Pasal 27 .

Belanja menurut kelornpck belanja sébogcimcno dimaksud pada Pasal 19
ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung: dan
b. Belanja Langsung.




(2) Keiomqu belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf @ merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada cyo’r (1) huruf b

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara longsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung
Pasal 28
Kelompok belonjq tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1) huruf a dibagi menurut jenis oelanja yang terdiri dari:
belanja pegawai;

o 0

|
bungaq; i
subsidi; |
hibah;

© o 0

bantuan sosial:

—

belanja bagi hasil:

g. bantuan keuvangan; dan

h. belanja tidak terduga.

Pasal 29

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Fasal 28 huruf a adalah
belanja kompensasi, dolom bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji

dan tunjangan Bupati dan wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundarng-undangan

dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 30
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasiian kepada
pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuvangan daerah dan rmemperoleh

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. "

30
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(2] Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dilukukan pada

pembahasan KUA.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
do!om'rongko peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan bebar,
kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelohgkocn profesi
atau prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagcimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibeban
pekerjaan untuk menyeiesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban
kerja normal,

Ta.nbahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
dalem melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan
linggi dan daerah terpencil.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberkan kepada pegawai negeri sipil vang  dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki
resiko tinggi.

Tambahan penghasilan  berdasarkan Kelangkaan profe.i
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai neger
sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan
langka.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam
melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja yang tinggi
dan/atau inovasi.

Tambahan Penghasilan berdosarkczn pertimbangan ObJeKTif lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penmgko’ron
kesejahteraan umum pegawadai, sepérti pemberian uang makan.

Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan

Bupati

Pasal 31

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b digunakan

untuk menganggarkan pembayaran bunga pinjaman yang dihitung atas
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kewajiban pokok pinjaman  (principal outstanding; berdasarkan pefjanjian

pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- (1)

.3

(2)

Pasal 32
Relanja subsidi sebagaimana dimaksud aalam Pasal 28 huer c digunakan
untuk rmenganggarkan bantuan biaya produksi kepadao
perusahaan/lembaga  tertenty agar harga jual produksi/jasa  yang
dihasilkan dobo? terjangkau oleh masyarakat banyak.
Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud cada ayat (1)
adalah perusahaan/lembaga yang menghasikan produk atau jasa
pelayanan umum masyarakat,
Perusahaan/lembaga psnerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara |
Dalem rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati,
Belanja subsidi sebcgdimono dimaksud pada ayat (1) dionggu;\kon sesuai
dengan keperiuan perusahaan/lemboga penerima  subsidi dalam
Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebin
lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf o digunakan
untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk vang., barang
dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerinta daerah lainnya
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarokatan yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan
kemompuan keuangan daerah, rasicnalitas dan ditetapkan dengan

keputusan Bupati.
Pemberian hibah dalam bentuk uang, dalam bentuk barang dan jesa

dapat diberikan kepada daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.
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(4) Pemberiqn hibah dalam bentuk uang dapat

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

dianggarkan apabila

pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan

wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkar

~

menurut ketentuan peraturan perundangu-ndangan yang berlaku,

Pasal 34
Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah
Hibah kepc;do perusahaan daerah bertujuan  untuk menunjang
peningkatan pelayanan "
Hibah kepada pemerintah daerah lainya bertujuan untuk menunjang
peningkatan - penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layan dasar
Umur‘ﬂ. ’
Hibah kepada masyarakat dan erganisasi kemasyarakatar bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau
secara  fungsional  terkai  dengan  dukungan penyelenggaraan
pemerintahan daerah '
Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
pemerintah daerah dilaporkan kepada menteri dalam negeri dan menteri

keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 35

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bersifat bantuan yang
tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunaken sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskeh perjanjian hibah
daerah.

Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus
sebagaimana dimaksud ayot (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut
ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan
kebutuhan atas kebutuhan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud uyat (1) sekurcng-
kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujucn pemberian hibah,

jumlah uang yang dihibahkan.

(0]
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Pasal 34

=

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dolam Pascl 28 huruf e digunakan

(3)

untuk  menganggarkcn pemberian  bantuan yang bersifat  sosial
kemosydrckofon dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
kelompok/anggota mos.yc:rc:kcf, dan partai politik |

Bantuan sosial sebagaimana d:‘mcksu.d pada avat (1) diberikan secarg
selektif, tidak terusmenerus/tidak mengikat sertc memiliki  kejelasan
peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat di
artikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.

Bantuan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dianggarkan dalam bantuan sosial.

Pasal 37

Belanju bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf ¢ digunakan

unluk menganggarkan dara bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
Kabupaten kepada Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

¥ )

(3)

Pasal 38

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 28 hurd g
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum
atau khusus dari Kabupaten kepada pemerintah desa, dan/atau kepada
pemerintah daerah [ainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang kersifat umum sebagaimana dimaksud pada avat
(1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenunnyc kepada
pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) - peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh
pemerintah daerah pemberi bantuan.

"
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(4] Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimona dimaksud pada

ayat (3) dapat mensyaratkan penyediooﬁ dana pendamping dalam APBD
alau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 39
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
merupakan belarja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak dinerkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian  atas  kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup. |
Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu untuk tanggap dorurat dalam rangka pencegahan gangguan
terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Pengembalian atas keiebihan penerimaan  daerah  tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 40

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada pcéoi 28 hurf a
dianggarkan pada belanja orgoniscs'i berkenaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuvangan, dan belanja tidak terduga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, huruf ¢, huruid, huruf e,
huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2
Belanja langsung

Pasal 41

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1)
huruf b dibagl menurut jenls belanja yang terdiri darl:

a.
; b.

s C.

belanja pegawai;
belanja barang dan jasa; dan

belanja modal.
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_ Pasal 42

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g untuk
pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan daeranh. 7 .

Belanja ‘bofcng dan josa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4] huruf b
digunakan untuk pengeluaran Pembelian/pengadaan barang yang
mempunyai nilai manfaat kurang dari 12 (dug belas) bulan dan/atau
pemakaian  jasa  dalam melaksanakan pProgram  dan  kegiatan
pemerintahan daeranh,

Pembeﬂon/pengodacn barang den/ateu pemakaian jasa dimaksud pada
ayat (2) mencakup “belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa
kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, pendidikan dan
pelatihan PNS, cetak/ penggandaan, sewa rumoh/gedung/gudong/porkir.
Sewa sarana moffiitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan
kantor, makangh dan minuman, pakaian dinas dan atribuinya, pakaian
kerja, pakaia "husus dan hari-hari tertentuy, penjalanan dinas, perjalanan

W

dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati,

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf ¢ merupakan
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap
berwujud yang mempunyai rilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
dianggarkan dalam beldnja modal sebesar harga beli/bangunan asset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
asset sampai asset tersebut siap digunakan.

Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold)
sebdgoi dasar pembebanan belanja modal,

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja oarang dan
jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan
nemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.




Bagian Kelima
Surplus/Defisit APBD
Pasal 43

Selisih antarg anggaran pendapatan daerah dengun anggaran pelanja
daerah mengakibatkan ferjadinya surplus atau defisit APBD.

(1)

(2)

(1)

(4)

Pasal 44
Surplus APBRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terjadi apabila

anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar des anggaran
belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, divtamakan untuk pembayaran
POKOK pinjaman, permbentukan dana cadangan, pendanaan belanja
peningkatan jaminan sosial, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau
pemberian pinjaman kepada pemerintah dan/atau pPemerintah daerah

lainnya.

Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan
dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional
terkait dengan tugasnya meloksanakan program dan kegiatan tersebut.
Pasal 45
Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terjadi apabila
anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran
belanja daerah.
Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman
pada penetapan batas maksimal defisit APBD berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Balam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerirmaan
pinjaman,
Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi ‘surplus/defisit APBD kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menter; Keuangan setiap semester dalam tahun

anggaran berkenaan.
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Bagian Keenam
Pembiayaan Daerah
Pasal 44
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf
C terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pémbioycon.

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan vembiayaan
dengan pengeluaran. pembiayaan.

Jumiah pembiayaan nets harus dapat menutup defisit anggaran.

Pasal 47 .
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimoi(sud dalam Pasal 44 ayat (1)
mencakup:
a.sisa lebih perhitungan a'nggorcm tahun anggaran sebelumnya (SILPA):
b. penccifon dana codﬁmgon;
. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
d.penerimaan pinjaman daerah;
€. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
[. penerimaan pinjaman daerah.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
mencakup :

a. pembentukan dana cadangan:

D. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

C. pembayaran pokok pinjaman: dan

d. pemberian pinjaman daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
Pasal 48

Sisa lebih  perhitungan anggaran  tahun  anggaran sebelumnya (SILPA)

sebagaimana  dimaksud dalam  Posal 47 ayat (1] huruf @, mencakup

pelampauan penerimaan PAD, pelampauan Penerimaan dana perimbangan,

pelampavan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan

penerimaan, penghematan belanja, kewaqjiban kepada fihak ketiga sampai

dengan akhir tahun sebelum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
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BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Pertama !
Azas Umum

Pcscl49
Penyeiendgoroon uruson pemenn?ahon yang menjod: kewenangan
daerah didanai dari dan atas beban APBD.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang penugasannya
dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD.
Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalom
bentuk uang, barang dan/atau jasa padc tahun anggaran  yang
berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. .
Penganggaran penerimaan dan pengeluaron APBD harus memiliki dasar
hokum penganggaran.
Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam  peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Pasal 50
Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang
merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengguncakan bahan dan
Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerancka
ekonomi daerah, pricritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana
kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah, pemerintah daeran, maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Kewgjiban  daerah  sebagaimana  dimaksud padc  ayat (2)
mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, d‘cm pengawasan.
Penyusunan RKPD diselesaikan paling Io.mbo'r akhir bulan el sebelum

tahun anggaran berkenaan.

4
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(6] RKPD sebagaimana dimaksud pada oyof (4) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Tata cara penyusunan RKPD yang dimaksud pada ayat (5) berpedoman
pada pericnuron perundang-undangan.

Pasal 51
RPJMD rnerupakan penjabaran dari visi, misi, dan prograrn Bupati yang
penyusunannya  berpedoman  kepada  RPJP ' Daerah  dengan
memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan oleh pemerintah.
RPIMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
Atas dasar RPIJMD, SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi fujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegio’rén pembangunan yang bersifat indikatif sesuai denjan
tugas dén fungsinya masing-masing.
Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun
berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaarn program dan kegiatan
tahun-tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 52

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD
dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Mereri Dalam

Negeri setiap tahun.

Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain: -

a.pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintan

dengan pemerintah daerah;
b. prinsip dan kebijakan pényusuncn APBD tahun anggaran.berkenaan;

c.teknis penyusUnon APBD; dan
d.hai-hal khusus lainnya.
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. Pasal 53

(1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud pada pasal 52 ayat (1) Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin
oleh Sekretaris Daerah.

(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusu'n sehagaimana
dimaksud pada c;ycf (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua
TAPD kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

(3) Rancangan KUA memudt kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebiiakan pendapctan daerah, Ket:;ijokon belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

(4) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat
langlah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 54

(1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1] disusun

dengan tahapan sebagai berikut ;

a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah :

b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan ; dan

c. Menyusun plafon  anggaran  sementara  untuk masing-masing
program/kegiatan. '

(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal
52 ayat (1) disampaikan bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan
bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TAPD
bersama panitia anggaran DPRD.

(4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepckati mer'w;odi KUA dan PPAS

paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjaian,

Pasal 55
(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada pasal 54
ayat (4) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang
ditandatangani bersama ontord bupati dengan pimpinan DPRD dalam

waktu bersamaan.
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. (2) Dalam 'hOl bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang berwenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA
dan PPAS. |

(3) Dalam hal bupati berhalangan tetap, penandatanganan no*c: Kesepakatan

KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Pasal 54
(1) Berdasarkan nota kesepckatan sebagaimana dimaksud pada pasal 55
- ayat (1) TAPD menyiapkan rancangan surat edaran bupati tentang
.. pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam
menyusun RKA-SKPD.
(2) Surat edaran bupati periha!l pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun
- berjalan.
(3) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.PPA yang dialokasikan untuk setiop program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan:
b.sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD
berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan:
g c. batas wakiu penvampaian RKA-SKPD kepada PPKD:
" d.hal-hal lainnya yang periu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
' dengan prinslb-prinsip peningkatan efisiensi, efekfifitas, tranparansi dan
akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi
kerja; dan
e.dokumen sebagai lampiran metspuh KUA, PPA, kode rekemng APBED,
format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan horgo

Pasal §7

(1] Berdasarkan pedomoh penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1), kepala SKPD menyusun RKA-3KPD.
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RKAZSKPD  disusun  dengan menggunakan pendekatan  kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
Penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Penyﬁ:sunan RKA-SKPD dengan kerangka pengeluaran jangka menengah

daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksahakan dengan
menyusun prakiraan maju.

Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program can kegiatan yang direncanakan
dalam tahun anggaran berikutnya dan  tahun anggaran yang
direncanakan dan merupakan implikasi  kebutuhan dana  uituk
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu
dilakukan dengan mernadukan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan
SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi keija  dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran
dan hasH yang diharapkan dan kegiatan dan pregram termasuk efisiensi
dalam pencapaian keluaran deri hasil tersebut.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi keijc:‘\ dilakukan
berdasarkan capaian kinerja indikator kinerja, analisis standar belanja,
standar satuan harga, dan standar peTayanan minimal.

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud poda ayat (7) ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati. ’

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana
pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan
kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan
dirinci  sampai dengdrn rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiaycan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga memuat informasi
tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi
kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Indikator, tolok ukur kinerja, dan target kinerja berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kelima
Penyiapan Ranperda APBD
Pasal 58

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk

(2)

(3)

dibahas lebin lanjut oleh TAPD.

Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk menelaah :

a. kesesuaian antara RKA-SKPC dengan KUA, PPAS, prakiraan maju KPD
tahun berjalan yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan
dokumen perencanaan lcinnya;

b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar

satuan harga; : W

c. Kelengkapan instrumen pengukuran kineric yang meliputi capaian
kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegictan, dan standar
pelayanan minimal ;-

d. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan

e. Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

Dalam hal hasit pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian

sebagaimana dimcksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan

penyempurnaan. '
Pasal 59

RKA-SKPD vang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan

kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Percturan Daerah

tentang APBD dan rancangan PeroTQron Bupati tentang penjabaran APBD.

Rdncangan Peraturan Daerah tentang APBD sebogoirﬁona dimaksud

pada ayat (1) dilengkapi dengan th'\piron yang terdiri dari:

¢, ringkasan APBD;

b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dar organisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan  daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintanan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelciaan

keuangan daerah;

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
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g. dof.fcur pinjaman daerah:
h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah:

.. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

j. daftar perkiraan penarmbahan dan pengurangan aset lain-lain:

kK. daftar keéio%an-kegiofon fahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini:

l. daftar dana cadangan daerah: dan

m. daftar pinjaman daerah.

Pasal 60 _

Rancangan Perctpron Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59' ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri

dari:

a. ringkasan penjabaran APBD;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembfoyoon.

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran  APBD memuat

penjelasan sebagai berikut: |

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukurn:

. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan ‘

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan
pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan

pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 61
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Bupati.
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disosialisasikan kepada rnasyarakat sebelum disampaikan
kepada DPRD.
Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan
kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD
tahun ong-gcrcn vang direncanakan.

Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan

oleh Sekretaris Daerah seiaku Koordinator Pengelolaan Keuangagn Daerah.
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BAB Y
PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
: Peﬁycmpcian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBb
Pasal 42
Bupati menyampaikan rancangan Peraturarn Daerah tentang APBD
beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama
bulan Oktober tohun anggaran sebelumnya dari  tahun yang
direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengon Nota Keuangan.
Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati dan/atau  selaky pimpinan

sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasai 63
Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD untuk mendapatkan perseiujhon persama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertip DPRD.
Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekarkan pada kesesuaian
rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD
dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program kegiatan tertentu.
Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam dokumen DPRD yang menandatangani persetujuan bersgma.
Persetujuan bersama antara bupati dan DPRD terhadap rancangan
peraturon daerah tentang APBD ditandatangani oleh bupati dan
pimpinan DPRD paling lama 1 (satu} bulan sebelum tahun anggaran
berakhir.
Dalam hal bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka
pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku
penjabat/pelaksana tugas bupati dan/atau selaku pimpinan  sementara
DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
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Pasal 64

(1) Dalam hal penetapan  APBD mengalami  kelerlambuatan, bupati

(7)

(8)

melaksanakan pengeluaran setiap .bulon setinggi-tingginya sebesar
seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setfiap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap
seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperiuan kantor sehari-hari,
Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
mene\‘cpkcnpersetujuan bersama dengan Bupai ternadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati meiaksanakan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
membiayai keperluan setiap culan,

Pengeluaran setinggi-tingginva untuk keperluan setiap bulan sebagaimana
dimaksud pada’ ayat (3) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat waijib
Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti
beianja pegawai, belanja barang dan jasa.
Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
belanja untuk ‘1erjom‘innyc kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan
dan/atau melaksanakan kewajibon kepada pihak ketiga.
Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun
dalam rancangan Perotur.on Bupati tentang penjabaran APBD,
Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat {7)
setelah peraturan bupati tentang penjabaran AP8D tahun berkenaan
ditetapkan.
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagcimana
dimaksud podoloyoi {7) berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Pasal 65
Penyampaian rancangan Peraturan  Bupali  unfuk  memperoleh
peagesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) paling lama

i 5 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan
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bersomc dengan Bupati terhadap roncongﬂn Peroturan Daerah tentang
APBD.

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Kerja gubernur tidak
mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang pen'oboran AFBD
sebogoimono dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan
Peroturcn Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

Pelampuan batas tertinggi dari  jumiah pengeluaran sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal &5 ayat (4), hanyva diperkenankan apabila ada
peraturan perundang-undangan tentang kenaikan gaji dan tunjangan
pPegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping ctls program
dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak

daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dolam undang-undang.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD
Pasal 64

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama
DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentong penjabaran APRD
sebelum dﬁétcpkon oleh Bupati paling lame 3 (tiga) hari kerja disampaikan
ferlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi,
Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen :
a. persetujuan bersama antara pemeriniah daerah dan DPRD terhadap

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; ‘
b. KUA dan PPA yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD;
c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan

Daerah ientang APBD; dan
d. nota keuangan dan .pidato Bupati perihal penyampaian pengantar

nota keuangan pada sidang DPRD.
Evaluasi sebcgoimdno dimaksud pada ayat (1) bertujuan u tuk
tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasienal,
keserasian antara kepentingan public dan kpentingan aparatur serta untuk

meneliti sejauh mana APBD Kabupaten tidak bertentangan dengan
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(3)

(1)

" (2)

kepenfingan Umum, peraturan yang lebih tinggi dan/ataus peraturan
daerah lainya yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam keputusan
Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (hmo belas) hari
kerja terhitung sejak diteriman ya rancangan dimaksud.

Apa bila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan
peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundangOundangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan
dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang APBD dan rancangan peraturgn  Bupati tentang
penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 {tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanyao
hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti cleh Bupati dan DPRD, car
Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang AFBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi
Peraturan Daerah den Peraturan Bupati, Gubernur Dapat membatalkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupat dimaksud sekaligus menyatackan
berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pernyatc an
berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Pasal 47
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBRD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD ydng telah dievaluasi ditetapkan oleh
Bupatl menjad! Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati

tentang penjabaran APBD. 8
Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

Blupoﬂ}emong penjabaran APBD sébcgoimono dimaksud pada ayat (1)
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dilakukan paling  lambat ianggal 31 Desember tahur anggaran
sebeiur;wnyo. ' '

(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejobat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/petaksang
lugas Bupati yang menetapkan Peraiuran Daerah Temdng APBD dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APED kepada pemerintah dan kepada

Guoernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

»
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BAB VI
PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama
Asas Umum Pelaksanaan APRD
Pasal 48
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam ranygka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelols dalam APBD.,
Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima
pendapatan daerah wajib  melaksanakan pembngu?on dan/atau
penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuall ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas
umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja .
Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut .ﬁdok tersedia atau tidak cukup tersedia dalam
APBD. |
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilckukan jika
dalam keadaan dcrurq‘r, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD dan/ctau disampaikan dalam laporan  realisasi
anggaran.
keriteria keadaan dc:rQrot sebagaimana dimcksud pada ayat (7)
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
setiap SKPD 'dilorcng melakukan penngeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Pengeluaran belanja daerah menggunakan perinsip hemat, tidak mewah,

efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Pokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
Paragraf 1
| Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
Pasa 49 ‘_ ’

PPKD pdling lama 2 (tiga) hari kerja ‘setelch Peraturan Daerah tentang
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar
menyusun rancangan DPA-SKPD., ¢
Rancangan DPA-SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci
sasaran yang hendak dicapai, p_fogrom, kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mer:capai sasaran tersebut, dan rencana penarikan
dana fiap-tiap SKPD serta pendapdtan yang diperkirakan.
Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling
lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD
DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PEKD
selaku SKPD
DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan

hibah
b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial

belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak

terduga

c. ‘Penerimaan pembiayaan dan pengelularan pembiayaan daerah

Pasal 70

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bensama-sama dengan

@

kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan: .ya
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris
Daerah,.

DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah,
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. (4)

(1)

(2)
(3)

dan Badan Pemerikso Keuangan pdaling lama 7 (tujuh) han ke
tanggal disahkan.

na sejak

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran. oleh kepala SKPD selaku pengguna
anggaran/pengguna barang. S

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasai 71
Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan
anggaran kas SKPD. '
Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan
DPA-SKPD,

Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakar persamaan
dengan pembahasan DPA-SKPD.

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna
mengatur keterse;dioon dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum
dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perkiracn
arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas

keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam

- setiap periode.

Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan

dalam Peraturan Bupati.

Baglan Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Pasal 72
Semua pendapatan Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum
daerah. ' "
setiap pendapatan harus didukung cleh bukti yang lengkap dan sah.
Bendahara penerima wajlb menyetor seluruh penerimaannya ke rekening

kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
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Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau meneriing
dan/atau kegiatannya berdampak bcdo penerimaan daerah wajib
mengimensifkon pemungutan dan penerimaan tersebut yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya,

SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah. | |

Komisi, rabat, petongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang dapct dinilei dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau
pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada
bank serta pendapatan dan hasil pemanfaatan barang daerah atas
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayaf (6)
apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas urmum daerah “an
berbentuk barang menjadi miik/aset daerah dan dicatat sebagai
inventaris daerah. |

Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan
ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada
rekening penerimaan yang bersangkutan untuk  pengembalian
penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.

Untuk pengembalian kelebihan penerirﬁoon yang terjadi pada tahun-

tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Baglan Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah d

Pasal 73

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.
Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD fidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tidak termasuk
untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajio

yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
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(4] Belanja yang bersifat mengikat dan belanja ydng bersifar  waijib
sebagaimana yang dimaksud pada dyof (3) merupakan belanja yang

" dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah
dceréh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan sefiqp bulan dalam

tfahun yang bersangkutan seperti belanja pPegavwcai dan belanja barang
dan jasa.

Pasal 74
Bendahara pengeluaran sebagai waijib pungut pajak penghasilan (PPh) dan
pajck lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetiapkan oleh
a pemerintah sebagai bank persepsi / pos giro dalam jangka wakiu sesuaqi
dengan ketentuan peraturan perundang-undcngcn
Pasal 75
’ Unfuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas SKPD, kepada pengguna
anggaran/kuasa pzngguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang
dikelola oleh bendahara pengeluaran.
Bagian Kelima
Penatausahaan Pengeluaran
Paragraf 1

Penyediaan Danag

Pasal 76
8 = (1). Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas
' menerbitkan SPD.
s (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk
- ditandatangani oleh PPKD.
Pasal 77

(1). Pengeluaran kas atas beban APBD diakukan berdasarkan SPD atlac
dokumen laln yang dipersamakan dengan SPD

(2). Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud ayai (1) dilakukan per bulan, per

Iriwulan, atau per semester sesuai dengan ketersediaan dana,
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(2).

(3).

Paragraf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal 78

. Berdasarkan  SPD atau  dokumen lain  yang dipersamakan  SPD

sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1), bendahara pengeluaran

mengajukan  SPP  kepada Peéngguna anggaran/kuasa  pengguna
anggaran melalui PPK-SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)

c. SPPTambahan Uang (SPP-TU)

d. SPPLangsung (SPP-LS)

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan

\ "

»

hurf ¢ dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampa;
dengan jenis belanja.

Pasal 79

Penerbitan dan pengojuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara
pengeluaran  untuk memperoleh  persetujuan  dari  pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
pengisian vang persediaan

Dokumen SPP-UP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdid dari :
a. Surat pengantar SPP-UP

b. Ringkasan SPP-UP

c. Rincian SPP-UP

d. Sallnan SPD

e. Draf surat pernyatcan untuk ditandatangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/kuasa BUD.

f. Lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 80
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara
perngeluoron uniuk memperoleh persetujuan dari pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
Ganti Uang Persediaan
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(2) Dokumen SPP-GU sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Surat pengantar SPP-GU
R b. Ringkasan SPP-GU
c. Rincian penggunaan $P2D-UP/GU yang lalu
’ d. Bukli transaksi yang sah dan lengkap
e. Salinan SPD ' |
f. Draf surat pernyotaan unfuk ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti vuang
. persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/kuasa BUD.,
v g. Lampiran lain yang diperiukan.
- Pasal 81
Kelentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud pasal 79
. dan pasal 80 ditetapkan oleh Bupati
. Pasal 82

(1) Penerbitan dan pengcjuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran /bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh
persetujucan darl pénggunc anggaran/kuasa penggunc anggaran meialui
PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaar

{2) Dokumen SPP-TU sebagai mana dimaksud pada ayot (1) terdiri dari -

a. Surat pengantar SPP-TU

b. Ringkasan SPP-TU _
. c. Rincianrencana penggunaan TU
. d. Salinan SPD
. e. Draf surat pernyatacn untuk ditandatangani oleh pengguna
.. anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang

yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan
uvang persediaan saat pengajuan SP2D kepcda BUD/kuasa BUD.
f. Surat keterangan yang memuat penjeiasan keperluan pengisian
tambahan uang persediaan, dan
g. Lampiran lainnya.
(3) Batas jumiah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu pengguttaan.
(4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 {satu)

bulan, maka sisa tambahan uang disetor kerekening kas umum daerah
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(5] Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan vang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk -
. u. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi | (satu) bulan.
b, Keg‘iotan‘ yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.
Pasal 83
Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud
dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 digunakan dalam rangka pelaksanaan
pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan.
» Pasal 84
2 5 (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk oembayaran gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran  /bendarara
. pengeluaran pembantu guna memperoleh persetujuan dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD
(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Surat benganfcr SPP-LS
b. Ringkasan SPP-LS
C. Rincian SPP-LS
d. Lampiran SPP-LS
(3) Lampirar dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta
s penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
mencakup : 4
* a. Pembayaran Gaji Induk
' Gaiji susulan
Kekurangan gaiji

Gaiji terusan

® 0 0 O

Uang duka wafat/ Tewas yang dilengkaspi dengan daftar gaij
" induk/gaiji susulan/kekurangan gaiji/ uang duka wafat/tewas

SK CPNS

SK PNS

SK kenaikan Pangkat

= a -

i, SKjabatan

- i. Kenaikan gaji berkala

k. Surat pernyataan pelantikan
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l. - Surat pernyataan masih menducuki jabatan

m. Surat pernyataan melaksanakan tugas

n. Datflar keluarga (KP4)

o. Foto copy surat ‘nikah

p. Foto copy akte kelahiran

g. Surat keterangan pemberhentian pembcyoror; (SKPP]} aaiji

=y,

Daftar potongan sewa rumah dinas

s. Surat keterangan masih sekolah/kuliah

. Surat pindah

u. Surat kematian

v. SSP PPh pasal 21, dan

w. Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan
anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunckan sesuai peruntykannya.

Pasal 85

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS Qn?uk pengadaan barang dan jasa

untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran "dalam rangka

pengajuan permintaan pembayaran,

Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Surat pengantar SPP-LS

. Rinkasan SPP-LS

¢. Rincian SPP-LS, dan

d. Lampiran SPP-LS

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadacn barang dan jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup :

a. Salinan SPD

b. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait

c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditanda tangani
wajib pajak dan wajib pungut

d. Surat perjanjian kerja sama/kontrak antara pengguna anggaran
/kuosol pengguna anggaran dengan pihak  ketiga  serta
mencantumkan Nomor Rekening Bank pihak ketiga.

e. Berita acara penyelesaian pekerjaan

f. Berita acara serah terima barang dan jasa
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g. Berita acara pembayaran

h.  Kwitansi bermaterai, nota/faktur yoﬁg ditandatangani pihak ketiga dan
PETK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa  pengguna
anggaran.

Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan dan dikeiucrkon oleh
Bank atau lembaga keuangan non Bank .

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang

dananya sebagian atau seiuruhnya  bersumber  dari penerusan
pinjaman/hibah luar negeri.

k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak

ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut
lampiran daftar barang yang diperiksa

Surat angkutan atau konosemen apabila  pengadaan barang
dilaksanakan diluar wilciyah kerja

m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari

PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambaian

n. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuar/penyelesaian pekerjaan

0. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku/surat pemberitahuan jamsostek), dan

p. Khusus untuk pekeriaan konsultan yang perhitungan harganya

menggunakan biaya personil (building rate, berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga

konsultan  sesuai  pentahapan  wakiu  pekerjican  dan  bukii
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran

lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Paragraf 3
Perintah Membayar
Pasal 86
Dalam hal dokumen SPP sebogoimdno dimaksud dalam pasal 78 ayat (2)
dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasac pengguna
anggaran menerbitkan SPM.
Dalam hal dokumen SPP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 78 ayat
(2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna

anggaran/kuasa anggaran menolak menerbitkan SPM,
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Dolcm_hol pPengguna danggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan,

yang bersangkutan dopof menunjuk pejobof yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM. ‘

_ Pasal 87
SPM yang telah diterbitkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 84
ayat (3) di ajukan kepada BUD/kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
Dokumen-dokumen vang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasg
pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah
membayar mencakup ;
0. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS: dan
b. Register surat penolakan penerbitan SPM
penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) dilaksonokon‘oleh PPK-SKPD.

Pasal 88
Penerbltan SPM tiduk boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa
diterima keCl.JClli ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan.
Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dilarang menerbitkan SPM.yang membebani tchun anggaran

berkenaan.

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 89
BUD/kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang digjukan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang
digjukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D cd'\-:::cm surat
pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran
Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
a. Surat pernyataan ‘ tangguang jawab pengguna anggaran/kiasa

pengguna anggaran
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b. Sur.cf pengeschan pertangguangjowaban bendahara pengeluaran
periode sebelumnya. )

C. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai bukti-bukti
pengeluaran yang sah don lengkap, dan
d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh.

(4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat

(3)

(1)

pernyataan tanggung jowab pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan $P2D mencakup :

a. Surat  pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran

b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan
kelengkapan persyaratan  yang ditetapkan  dalam  peraturan

perundang-undangan.

Pasal 90
Dalam hal dokumen SPM sebagaimana yang dimaksu d pada pasal 8%
dinyatakan lengkap, BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2D
Dalam hal dokumen SPM sebagaimana yang dimaksu d pada pasal 89
dinyatakan tfidak lengkap, tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut
melampaui pagu anggaran, BUD/kuasa BUD menolak menerbitkan $P2D
Dalam hal pengguna anggaran/kuasa Fengguna anggaran berhalangan,

yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SP2D.

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 91
Bendahara pengeluaran secara administratif wgijib
mempertanggungjawabkan uang persediaan/ganti uang

persediaan/tambah vang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-
SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan uang persediaan,
cdokumen laporan per’ronggungjowdbon yang disampaikan sebagaimana
yang dimaksud pada cyot'[i) mencakup : ’

a. Buku Kas Umum;
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b.' Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai bukti-bukii
pengeluaran yang sah atas perigeluaran dari setiap rincian obyek
yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek:

c. Bukti atas penyetoran PPN/PPhH ke kas negaraq; dan

d. Register penutupan kas.

Bendahara pengelu{oron pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas  pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran  kepada PPXD selaku BUD paiing
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penyampaian laporan  pertanggungjawaban  sebagaimana yang
dimaksud pada ayat(3) terlebihdahulu mendapatkan verifikasi.
Penyampaian pertanggungjawaban kendahara pengeluargin  secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah
diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 92
Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan
melalui rekening kas umum daerah,

Pasal 93
Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan setelah
jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
lentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukuoi.
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi
se,umiah pagu dana cadangan yang akan diguno.kon untuk mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana
cadangan. |
Pemincahktukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
daerah sebagai mana dimaksud padc ayat (1) dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
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Pasal 94
(1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuci
dengan ketentuan perundong-dndongon.

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimcon'ycné\ sah.
Pasal 95
(1) Penerimaan pinjoman c_:lc:eroh didasarkan jumlah pinjaman yang akan

diterima dalam anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

(2) Penerimaan pinjoman dalam bentuk mata vang asing dibukukan dalam

nilai rupiah.

(3] Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada
perianjian pemberian pinjoman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian
pengembalian pokok pinjoman dan kewajiban lainnya yang menjadi
tanggungan pihak peminjam.

Pasal 96

(1) Jumich pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana
cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumiah
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Pemindahbukuan jumiah pendapatan daerah yang disisihkan yang
ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan
dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

Pasal 97

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumiah

yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentong penyertaan modal daerah.
Pasal 98

Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada jumiah yang harus dibayarkan

sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas

Utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan

dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 99
Pemberian b%njc'mon daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan Bupati

atas persetujuan DPRD. -
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= . Pasal 100
(1] Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertacn modal pemerintah
daerah, pembayaran pokok pinjaman dan pemberian pinjaman daerah
dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.
(2) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembioyodn, kuasc BUD
berkewajiban untuk: .
a. menelii kelengkapan perintah pembayaran/ pemindahbukuan yang
diterbitkan oleh PPKD:
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang
tercantum daiam perintah pembayaran;
C. menguiji ketersediaan dana yang bersangkutan;
menolak pencairan dana, apabila  perintah pembayaran atas
-—  pengeluaran pembiayaan ﬁdcx? memenuhi  persyaratan  yang
ditetapkan.

"
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BAB VII
* PERUBAHAN APBD
Bagian Pertama
Dasar Perubahan APBD
Pasal 101

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi

Q.
p.

d.
e.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA :

Keadaan yang menyebabkan herus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja ;

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih  tahun
sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan ;

Keadaan darurat ; dan

Keadaan luar biasa

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

N

| Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD
Pasal 102

(1) Perubahar APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (1) huruf

a dapat berupa terjadinya pelampauan otau tidak tercapainya proyeksi

pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan

pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

(2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya

perubanan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf

a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahon APBD serta PP-.S
Perubahan APBD.
(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2] disgjikan secara

lengkap penielasan mengendi :

Q.

b.

Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya ;
Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untk ditampung dalam
perubahan APBD dengan mempertimbangkan  sisa  wakiu

pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan ;
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¢. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi
dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai ; dan

d. Capaian target kinerjia program dan kegiatan yang harus
' dmnqkofkcn dalam perubahan APBD apabila me(cmpcw asumsi
KUA.

(4) Rancangan: kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepcdo DPRD
paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam Tohur anggaran
berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS sebagaimana
dimaksud pada ayat t4] setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Peubahan APBD paling
lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan caerah
tentang perubahan APRD diperkirakan pada akhir bulan September
mhun‘ berjalan cgor' dihindari adanya penganggaran kegiatan
pembangunan fisik- didalom rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD.

Pasal 103

(1) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang
telah disepakati sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (5] masing-
masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang disepakati bersama
oleh bupati dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.,

(2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) TAPD
menyiapkan rancangan surat  edaran  bupati  perihal pedoman
penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru
dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan
dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran
Pasal 104
(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1] huruf b serta
pérgesercn antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian
cbyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
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(2) Pergeseran antar rincian obyek pelanja dalam obyek belanja berkenaan

| dapat dilakukan atas-zersetujuan PPKD.

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakukan dengan persetujuan sekretaris daerah.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ox}cr (2) dan avat
(3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan bupati tentang
penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD. ‘

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiaton, dan antar

¥ jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah
tentang APBD.

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud
rada ayat (1) harus dielaskan dalam kolom keterangan peraturan
bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

(7) Tatacara pergeseran sebagaimana dimaksud ayal (2) dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Saldoe Anggaran Lebih tahun sebelumnya dalam perubahan APRD
Pasal .105
{1)Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupqun sisa  lebih
perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun. anggaran berjclan sebagaimana
dimaksud pcdo‘ Pasal 101 ayat (1) huruf ¢ dapat berubah :

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
yang melampaui anggaran yang bersedia mendahului perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf ¢ ;

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang ;

c. mendanai kenaikan gaji dan funjangan PNS akibat adanya
kebijakan pemerintah ;

d. mendanal keglatan lanjutan sesual dengan ketentuan Pasal 48 ;
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e. mendanai program dan kegiatan baru dengan criteria harus
diselesaikan  sampai  dengan  batas  akhir penyelesaian
A pembayaran dalam tahun anggaran berjalan ; dan
f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPPA-SKPD
tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan
batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan,
(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
e hurut ¢ dan hurut f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud padce ayat (2) huruf d terlebih
. dahulu diformulasikan dalam DPAL-SKPD.
(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurof e
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat
Pasal 106
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalom Pasal 101 ayat (1) huruf
d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria selbbagai berikut \

. a. bukan merupakan kegiatan normal dari akfifitas pemerir‘ﬁoh
= '_ daerah dan tidak dapat diprediksikan sebeiumnya ;

b. fidak diharapkan terjadi secara berulang ;

c. berada diluar kéndcﬂi dan pengaruh pemerintah daerah ; dan

d. memiliki dampak yang signifikan ternadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, pemeriniah  daoerah dapat  melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

» (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggararnyd

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja

tidak terduga.
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(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara : '
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
' Kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjclan ; dan/atau |
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang APBD.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (§) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja : dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila dittwda  akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintiah daerah
dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjc:tan sebagaimona dimaksud pada
ayat {6) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

() Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan
APBD pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampcikan dalam
laporan realisasi anggaran. '

(10)Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (?) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk
dijadikan dasar pengesahan DPA-SKFD oleh PPKD setelah memperoleh
persetujuan Sekretaris Daerah.

(11)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayct (2) dan ayat (§) terlebih
dahulu ditetapkan dengan peraturan bupati.
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Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa
Pasal 107

(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1)
huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan
dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenalkan atau

penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).
(2) Persentase 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada avat
(1) merupakan selisih  (gap) kenaikan atau penurunan  antara

pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 108

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50 % (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 avat (1) dapat dilakukan
penambahan kegiatan bairu don/ofou-'penjodwolon ulang/peningkatan
capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran
berjalan.

(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulcsikan terlebih
dahulu dalam DPPA-SKPD.

(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan
daoerah tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 109

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50 % (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat {1} maka dapat dilakukan
penjadwalan ularig/pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjaian.

(2) Penjadwalan  ulang/pengurangan capaian  farget  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diformulasikan kedaiam DPPA-SKPD.
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(3) DPP/_\-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai

dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentarg perubahan
kedua APBD.

_ Bagian Ketujuh
Penyiapan Ranperda Perubahan APBD
Pasal 110

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD

yang akan dianggarkan daolam perubahan APBD yang telah disusun oleh
SKPD disampaika kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara

RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD,
prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui don
dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja,
standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan

minimal.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat

program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APRD
terdapat ketidak sesuaian dengc‘n ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) SKPD melakukan penyempurnaan,

Pasal 111

4 {1) RKA-SKPD yang memucat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD

yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD vyang teiah
disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas
lebih lanjut oleh TAPD.

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD

L
-

yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas
TAPD dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan  daeran
tentang perubahan APBD dan rancangan keputusan bupati tentang
penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.
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Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD
Pasal 112

Rcmccingarz peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan
Bupati tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD
memuat pendapatan, Belanja, dan pembicyaan yang mengalam
perobahan dan yang tidak mengalami perobahan

Rancangan peraturan daerah tentang perubdhon APBD yang telah
disusun pleh PPKD disampaikan kepada Bupati. .

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebelum disampaikan oleh Bupali kepada DPRD

disosialisasikan kepada masyarakat.
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BAB VI
PENGELOLAAN XAS
Bagian pertama
Fengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran KAS
Pasal 113 |

BUD bertanngungjowab terhadap pengelclaan penerimaan  don
pengeluaran Kas daerah
Untuk mengelola Kas daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
BUD membuka rekening kas umum daerah pada Bank yang sehat.
Penunjukan bank yang sehat sebdgoimono yang dimaksud ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan bupati'dan diberitahukan kepada DPRD.
uUntuk  mendekatkan pelayanan’ pélcksanoon penerimaan  dan
pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka
rekening perjerimocm dan pengelucran pada bank yang diTeT&pkon oleh

Bupati.

Pasal 114
Rekening penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada posal 113 ayat
(4) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
Saldo rekening penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum
daerah. .
Rekening pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 114 ayat
(4) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah
Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana

yang dimaksud paca ayat (3) disesuaikan dengan rencana pengeluaran

©

yang ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran
Pasal 115

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan  don

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,

belanja dan pembpiayaan pemerintah daerah.

(2) Penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperlakukan sebagai penerimaan dan pengelucran perhitungan pihak
ketiga.
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(3) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaima

na aimaksud
pada ayat (2) disajikan dalam laporan arus kas akiifitas non anggaran.

. (4! Penyajian informasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan.

(5] Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebogcimono' dimwksud pada

ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

@
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BAB IX
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
- Bagian Pertama
Sistem Akuntansi
Pasal 116

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan  sistem

akuntansi pemerintahan daerah.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan cengan peraturan bupati mengacu pada peraturan

daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

. (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan

data, pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan

1 dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat

dilakukan secara manucl atau menggunakan aplikasi komputer,

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam

bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah

dengan buku besar pembantu.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) , entitas pelaporan menyusun laporan keuangan

yang meliputi :

_ a.
- b,
c.
- d.

laporan realisasi anggaran ;
neraca ;

laporan arus kas ; dan

catatan atas laporan keuangan.

. (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaarr APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3] , entitas akuntansi menyusun laporan keuangan

yang meliputi :

Q.

laporan realisasi anggaran ;

»

b. neraca ; dan

c. catatan atas laporan keuangan

Pasal 117

(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi .

a. prosedur akuntansi penerimaan kas ;

2 b. prosedur akuntansi pengeluaran kas ;
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C. prosedur akuntansi aset tetap/berang milik daerah : dan
d~. prosedur akuntansi selain kas.
) (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern
- sesuai  dengan peraturan pemerintah  yang mengatur tentang

pengendalian internal dan  peraturan pemerintah tentang standar
akuntansi pemerintahan.

Pasal 118
(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.
(2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-3KPD.

. e (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan
; pelaksanaan system dan prosedur penatausahaan bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Poscf119
(] )Semua fransaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal
berdasarkan bukti transaksi yang sah. |
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejodaon

keuangan.
Pasal 120
" (1) Transaksi atau kejodion keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal
’ sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 ayat (1) selanjutnya secara
‘:- periodik diposting kedalam buku besar sesuai dengan rekening
. berkenaan.

{2) Buku besar sebagaimana dimaksuq' pada ayat (1) ditutup dan diringkas
pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
(3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode

berikutnya..

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi
Pasal 121
(1) Kebijakan akuniarsi pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
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(Q}Kebijgkon akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupckan

dasar pengakucn, pengukuran dan ‘pelaporan atas asset, kewajiban,

, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laperan keuangan.
(3) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi
aset.

Pasal 122

(1) Pemerintah daerah sebagai entitas
keuangan pemerintah daerah.

pelaporan menyusul laporan

(2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan
SKPD.

Bagian Ketiga
. Paragraf 1
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD
Pasal 123
(1) Prosedur akuntansi penerimaon kas pada SKPD meliputi serangkaian
proses mulai dari péncatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas doiam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(2) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :.
: a. Surat tanda bukti pembayaran ;
b. Surat tanda setoran (STS) ;
. c. Bukfi fransfer ; dan
B d. Nota kredit bank.
(3) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari
a. Buku jurnal penerimaan kas ;
b. Buku besar ; dan
c. Buku besar pembantu.

Pasal 124
(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian

proses mulai dari pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan

-
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keuo_ngon yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka
pertanggungjawaban peiaksanaan APRD.

{2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimarws dimaksud
pada ayat (1) meliputi
a. Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas langsung : dan
b. Sub p_rosedur akuntansi pengeluaran kas - uang persediaan/ganti
uang pengeluaran/tambah uang persediaan.
(3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi nengeluaran

kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a., SP2D ; atau

. - b. Nota debet bank ; atau
c. Bukti fransaksi pengeluaran kas lainnya.
(4) Bukti fransaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan :
. a. SPM ; dan/atau
b. SPD ; dan/atau

c. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD
Pasal 125
(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan

klasifikasi, dan pengusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan
SKPD,

(2) Pemeliharaan cset tetap yang bersifat rutin dan  berkala  fidak
dikapitalisasi.

(3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila
memenuhi salah satu kriteriac menambah volume, menambah kapasitas,
meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menamban masa
manfaat. |

(4) Perubahan klassifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau
sebaliknya. .

(5) Penyusutan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) merupakaen
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan  kapasitas  can

W

manfaat dari suatu aset tetap.
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(6) Metode penyusutan  dilakukan  berdasarkan peraturan  perundang-
undangan. '

) Pasal 124

(I)BQkﬂ fransaksi yang digunakan dalam prosedur . akuntansi  aset
sebagaimana dimaksud pada Pasal. 124 ayat (3). dan ayat (4) berupa
bukti memorial dilampiri dengan :

a. Berita acara penerimaan barang ;
b. Berita acara serah terima barang ; dan
c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

(2) Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan
barang SKPD. S

Pasal 127
Dalarr hal prosedﬁr akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Laporan Kevangan pada SKPD
Pasal 128 '
(1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD secara periocik yang meliputi :
a. Laporan realisasi anggaran SKPD ;
b. Neraca SKPD ; dan
c. Catatan atas laporan keuangan SKPD.

(2) Laporan pertanggungjawaban SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang

mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Keempat
Akuntansi Kevangan Daerah pada SKPKD
Porcgrqf 1
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD

Pasal 129
Prosedur akuntansi penerimaan akuntansi pada SKPKD meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka

perfanggungjawaban pelcksanaan APBD.

o
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Pasal 130

(1) Lukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas
sebc_:gofmoncz dimaksud pada Pasal 129 mencakup
a. Bukti transfer :

b. Nota kredit bank : dan
c. Surat perintah pemindah bukuan.

(2) Bukti transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan :

a. Surat Tcndc.se'roron (STS) ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daarah) :
Surat Ketetapan Retribusi (SKR) ;

Laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan ; dan

© 0 0O

Bukti tfransaksi penerimaan kas lainnya.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD
Pasal 131
Prosedur akuntansi pengeluaran akuntansi pada SKPKD meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengiﬁfisoron, sampai dengan"\peloporon
keuangan yang berkaitan dengan @ pengeluaran  kas ‘dalam  rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

‘ Pasal 132
(1) Bukti fransaksl yang diguncakan daiam prosedur akuntansi pengeluaran
. kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 mencakup

-

a. Surat perintah pencairan dana (SP2D) ; atau
b. Mota kredit bank.
(2) Bukfi transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan :
a. Surat penyediaan dana (SPD) ;
b. Surat perintah membayar (SPM)
c. Laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran ; dan
d

. Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jaso.

Pasal 133

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal

132 merupakan fungsi akuntansi SKPKD.
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(2]_Fung_si akuntansi SKPKD sebagaimana yang cimaksud pada ayat (1)

melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan
mencantumkan uraian rekening-lawan asal Pengeluaran kas berkenaan.
(3) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kcs diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.
(4) Setiap akhir periode sémua buku besar sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditutup sebagai dasar Penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD W
' Pasal 134
(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses
pencatatan dan peiaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan,
rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klassifikasi
dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD.
(2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali

dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau
SKPKD.

Pasal 135

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 berupa bukti memorial
dilampiri dengan
a. Berita acara penerimaan barang;

. Surat keputusan penghapusan barang;

¢. Surat keputusan mutasi parang (antar SKPKDj;
d Berita acara pemusnahan barang;

e. Berita acara serah terima oarang;

f. Berita acara penilaian: dan

g. Berita accra penyelesaian pekerjaan,

(2) Buku yang digunakan untuk mencatat transscksi dan/atau kejadian
dalam proses akuntasi aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 134
mencakup :

a. Buku jurnal umum;
b. Buku besar; dan
C. Buku besar pembantu.
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(3) Prosedur akuntasi asset sebagaimana yang dimaksud dalan’ pasal 134

dilaksanakan oleh fungsi akuntasi pada SKPKD.

: ‘ Pasal 133

(1) Fungsi akuntasi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat - (1) membuat bukti
memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud ayat (1} sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai jenis/nama asset, kode rekening, klasifikasi
aset tetap, nilai asset tefap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

(3) Bukti memorial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicatet
kedalam buku jurnal umum

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejodian asset tetap
diposting kedalam buku besar rekening berkenaan

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas Pada SKPKD
Pasal 137
(1) Prosedur akuntasi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan

keuangan yang berkaltan dengan semua transciksi atau kejadian seiain
kas. '

(2) Prosedur akuntasi selain kas sebagaimana dirnaksud pada ayat {1)
mencakup :
a. Koreksi kesalahan pembukuan;
b. Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun
laporan keuangan pada akhir tahun;
c. Reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
d. Reklasifikasi akibat koreksi yang citemukan dikemudian hari.
(3) Dalam hal bukti transaksi, buku untuk mencatat transaksi dan fungsi
proseclur akuntasi selain kas yang digunakan sebagaimana  yang
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan® peraturan

perundang-undangan.
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Paragraf 5
Laporan Keuangan Pada SKPKD
Pasal 138
H)Kepoié SKPKD menyusun dan melaporkan lapecran arus kas secara
periodic kepada Bupati. '
(2) Laporan aras kas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun
dan disgjikan sesuai denganperaturan pemerintah yang mengatur

lentang standar akuntansi pemerintahan.
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BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 139
Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggungjawabnya yang disertoi dengan prognosis untuk 4
(enam) bulan berikutnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD
dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan
sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pénocpmcm dan
belanja SKPD serta prognosis untuk 6'(enom) bulan berikutnya paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan
berakhir.
Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester
pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognesis untuk é
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimoksud pada ayat (2} kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah sernester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir.
PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara
menghimpun seluruh laporar: realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
paling lambat minggu k'educ bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangcn daerah.
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikuinya sebagcimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan
kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran
berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan .'eotis«.::si semester pertama
APBD dan prognosis untuk & (enam) bulan berikuinya.
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan
kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkencan.
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Bagian Kedua
Laporan Tahunan
Pasal 140

(1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan
dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.,

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada SKPD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan ,r.jemerin?:lh
daerah.

Pasal 141

(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 140 ayat (1)
disampaikan ke‘podo Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Laporan realisasi anggaran;

b, Neraca ; dan

c. Catatan atas laporan keuvangan.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
dengan surat pernyataan kepadc kepala SKPD bahwa pengeloiaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telch diselenggarakan berdasarkan
system  pengendalian intern yang memadai dan standar akuntans

pemerintanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 142

(1) PPKD menyusun laporan keuangan gemeriniah daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud
pasal 140 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran berkenaan.

(2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada bupati melalvi sekretaris daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

o. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neracq,

c. Laporan Aru§ Kas; dan
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d. Catatan atas Laporan Keuangan.
(4) Laporan keuangan sebegaimana dimaksud pada ayat {2) disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

yang mengatur tentang
standar'ckuntansi pemerintahar.

(5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimcksud pada
ayat (3) dilampiri dengon. laporan ikhtisar realisasi 'kinerjo dan laporan
keuangan BUMD/perusahacn daerah.

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5)
disusun dari ringkasan laperan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan
laporan kinerja Interim di lingkungan pemerintah daerah.

(7) Penyusunan laporan kinerja intrim sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harpedoman Ipcxda peraturan menteri dalam negeri yang mengatur
mengenai laporan kinerja intrim di lingkungan pemerintah daerah. _

(8] Luporan keuangan pemeriniah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan surat pernyataan  Bupati yang menyatakan
pengelolaan APBD  yang  menjadi tangagung  jowabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistim pengendalian intern yang memadai,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (2)
disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) uniuk
dilakukan pemeriksoqn paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir,

(2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap

laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketigo .
Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
| Pasal 144
(1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturarn  Dcoerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuarjan (BPK)
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
peiaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca,
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laporan arus kas, catatan atas laporan keuvangan, serta dilampiri dengan
laporan kinerja yang felah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan

X badan usaha milik daearah/Peruschaan daerah.

(3) chorén keuangan sebagaimana dimaksud dalcm ayat (1) disampaikan
oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan
pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir,

(4] Apabila sampai batas waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, BPK belum menyampaikan laporan  hasil

X pemeriksoqn, maka rancangan Peraturan Daerah sebagcimana dimaksud

E pada ayat (1) digjukan kepada DPRD.

(5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayot(1)
dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas
catatan atas laporan keuanag, dan laporan kinerja yang isinya sama
dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 145

(1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (1)
dirinci dalam rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud nada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran terdiri dari ;
a. Ringksan laporan realisasi anggaran; dan J

b. Penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 144

(1) Agenda pemboh&mn rancangan  peraturan  daerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana  dimaksud
dalam pasal 145 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.

(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan perafuran daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak rdnccngcn peraturan daerah diterima.

(3) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipubikasikan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

.: laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan

i dalam lembaran daerah.
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Bagion Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Peraturan Bupati Tentang Pénjc:bc:rcm Pertanggungjawaban
' Pelaksanaan APBD
Pasal 147

(1) Rancangan Peraturan  Daerah  tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan  Bupati  tentang
Pen}cbcronl Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang teich disetujui
bersama DPRD sebelum ditetapkan paling lama 3 (tigo) har kerja
disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan olen
Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung
sejak diterimanya rancangan peraturan daerah dimaksud.

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan, Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjowaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawakan
Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan sesuai
dengan perofufcn perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 148

(1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjowaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Fenjabaran F.’ertonggungjuwabon
Pelaksanoan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum  dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 [tujuh) hari xerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan
Bupatli tetap menetapkan Rancangan Peroturan Daerah teniang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturen
Bupali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
menjadi Peraturan Daerah dan peraturan Bupati, maka Gubernur dcpat

membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut.
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BAB X|
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
. KEUANGAN DAERAH
. Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 149

(1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
Bupati melakukan pembinaan.

3

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150
: _._' (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
tentang APBD.
(2) Pengawasan oleh DPRD sebagai dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
- tugas dan wewenang melalui dengar pendopat, kunjungan kerja
pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur

dalam tata tertib dan/atau sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 151
Pengawasan dana APBD oleh aparat pehgowoson fungsional dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 152
(1). Untuk meningkatkan efisiensi dan efekfifitas dalam pengelolaan keuangan
daerah, bupati menugaskan inspektorat daerah Kabupaten melakukan
- pengawasan fungsional
'. (2). Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh
aspek keuangan daerah termasuk pemeriksaan tatalcksana
penyelenggoroon program kegiatan dan manajemen pemerintahan
daerah.
Pasal 153
Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten melalui
- kegiatan :
QL perﬁerikscan berkala, pemeriksaan 'insidenﬂl maupun pemeriksaan terpadu.

b. Pengujian terhadap laperan berkala atau sewakiu-wakiu dari satuan kerja

perangkat daerah.
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= c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya

korupsi, kolusi dan nepotisme.
d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijokan pelaksanaan program

dan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern
Pasal 154
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah

dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB Xl
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 155
Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melonggcr hukum
ulau  kelalaian seseorang  harus segera diselesaikan  sesuai dengan
ketentuan penatunan perundang-undangan.
Bendahara, pegawai negeri bukan bendohcro atau pejabat lain yang
karena perbuatannya meianggar hukum atau melalaikan kewajiban v ang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah,
wdaijib mengganti kerugian tersebut.
Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah
mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian
akibat perbuatan dari pihak manapun.
Kerugian daerah waijib dilaporkan oleh aiasan langsung atau kepala SKPD
kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah kerugian dcerah itu diketahui,
Segera setelah ‘kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendaharg,
pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat Iain yang nyata-nycta
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] segera dirintakan surat pernyataan: kesanggupan
dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi "Tonggung
jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
Jika surat keterangan tanggung jowab, mutlak tidak mungkin diperoleh
atau tidak ddpot menjaimin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera
rmnengeluarkan  surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara kepada yang bersangkutan.
Pasal 156
Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat
lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam
pengampuan, melarikan dinr, atau meninggal dunia, penuntutan dan
penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh
hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diper olehnya,
yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain yang bersangkutan.
Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk

membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Qn
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menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan
pengc;dilon yang menetapkan pengampuan kepada bendahara,
pegawai negeni bukan bendahara, otdu pejabat lain yang bersangkutan,
atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat
lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal duniq,
pengampu/yang memperoleh hak ahli waris tidak diberi tahu cleh pejabat
yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam
peraturan pemerintah ini benlaku pula untuk vang dan/atau borang
bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara,
pegawal negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

AN

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini,
selain berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk
pengeiola perusahann daerah dan  badan-badan lain  yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan dgerah, sepanjang tidak
diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri.

Pasal 157
Bendahara, pegawai négeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daeroh dapat dikenai sanksi
administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan pcerundang-
undangan.
Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai
negeri bukan bendahara dan pejdbcf lain tidak membebaskan yang
bersangkutan dan tuntutan ganti rugi.
Kewagjiban bencahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat
lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5
(ima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8
(delapan) tahun sejak terjadinya kerugian fidak dilakukan penuntutan
ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 158
Pengenaan ganti kerugian daerah ternadap bendahara ditetapkan oieh
BPK.
Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK
menindak lanjutinya sesuai dengan peroturch perundang-undangan.

23
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(3) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan
bendahara ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah

dioiur'dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan

perundangundangan.

‘\
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_ BAB Xl
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasa 159
Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk
a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum: dan
b. mengelola dana: khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi
dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi rumah sakit daerah, penyelenggara
pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran
publik, penyedia jasa penelitian dan penguijian, se'rfo instansi layanan
umum lainnya.
Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan
kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b,
meliputi instansi yang rmelaksanakan pengelolaan dana seperti dana
bergulir usaha kecii menengah, tabungan perumahan, dan instansi
pengelola dana lainnya.
‘ Pasal 160
BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskar kehidupan
bangsa.
Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta
dikelola dan dimanfaatkan sepe'nuhnyo untuk menyelenggarckan
kegicfon BLUD yang bersangkutan
Pasal 161
Pembinacn keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis
dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan
pemerintahan yang bersang kutan.
Pembinaan keuangaon BLUD sebagaimana pada ayat (1) meliputi
pemberian bimbingan, supervisi pendidikan dan dibidang pengelolaan
keuangan BLUD.
Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemberian pedoman, ‘bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan

dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

?5
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. Pasal 162
(1) BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dan masyarakat atau
badan lain.
(2) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan iangsung untuk membiayai

belanja BLUD yang bersangkutan.
(3) Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD ditetapkan oleh
pemerintah,

- 96
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BAB XIV
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pcscl]63
Mengenai sistem dan prosecur pengelolaan keuangan doerch ditetapkan
dengan Peraturan Bupati
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144
Hal-hal yang belLlJm diatur dalam Peraturan ‘Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebin lanjut dengan Peraturan Bupat
Pasal 165
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan menerapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Barru.

Dlte’ropkon di Barru,
padertqnggal, 29 September 2008

| BARRY,

H. ANDI MUHAMMAD RUM
Diundangkan di Barru

Podo ’ronggoi 29 %p?ember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,
: m f‘ﬂ\ﬂr"‘"-z..
\
\\: H. ,A- snm;m_/&um

-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2008 NOMOR ...

\
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
. POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU

1. Penjelasan Umum
A. Umum

Valam rangka penyelenggaran Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah can Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Petimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeriniahan
Daerah, disadari timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilgi &engon vang
sehingga perlu dikelola dalam suaty system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan
- keuvangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dan system pengelolaan
keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan

- daerah,
- Selain kedua Undang-undane tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-

¥ @ undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangch daerah yang teiah terbit lebih

. dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 fentang

' Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarag,
F o Undang- undang Nomer 15 Tahun 2004 fentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
- juwab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
s P'erencanaan Pembangunan Nasional,

P'uda dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi ferbitnya peraturan perundong-
: vndangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuongan daerah secara efektil dan
clisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalu tata kelola pemerintahan
yong baik yang memilliki tiga pilar utama yaity transparansi, akuntaebilitas, dan partisioatif
tntuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan,
ying komprehensif dan terpadu  {omnibus regulation) dan berbagai undang-undang
leiebut diatas yang berfujuan agar memudahkan dalarn pelaksanaannya dan tidAk
menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai
ke:bijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung
[iwaban keuangan daerat.
‘wrclasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pckek muatan peraturan
pemerintah ini mencakup.
1. Perencanaan dan penganggaren
I':ngaturan pade aspek perencanaan diorahkan cgar seluruh proses penyusunan APBD
winaksimal mungkin dapal menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam
. jenetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi
- winber daya dengon melibatkan partisipasi masyarakat, Oleh karenanyc dalam proses
dar mekanisme penyusunan APRD yang ciatur calom peraturan daerah ini akan
P memperjelas siapa bertanggung jowab apa sebagai landasan pertanggung jawaban baik
- cintara eksekutif dan DPRD, maupun diinternal Pemerintah Daerah Sulawes; Selatan,
Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja
. Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran,
scerta korelasi antara besaran anggaran {beban kerja dan harga satuan) dengan manfact
dan hasil yang ingin dicapal atau diperoleh masyarakat darl suatu kegiatan yang
dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggarun berbasls kinerja mengandung makna
bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bertanggungjowab atas hasil
proses dan penggunaan sumber dayanya, tidak terkecuali penyelenggara Pemerintohan
Daerah di Sulawesi Selatan

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin tferciptanya disiplin dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.
Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar,
maka dalam peraturan daerah ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan
anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang
g harus diikutl secara tertio dan taat asas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka
. penyusunan anggaran baik “pendapaton” maupun “belanja” juga harus mengacu pada
aturan atou pedoman yang melandasinya, apakah itu Undang-Undang, Peraturcn
Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Oaerah, Peraturan Gubemur
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atau Keputusan Gubernur. Oleh karena itu, dalorn proses penyusunan APBD Pemerintah
Daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan
anggaran daerah antara loin bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan  batas tertinggi
pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalom jumiah yang Cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegictan yang-belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya
dalarn APBD/Perubahan APBD: (3) Semua penerimaan dan rengeluaran daerah dalam

tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui
1zkening Kas Umum Daerah. -

'endopatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisrne pajak dan
retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau
kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal” dan kewajaran
"vertikal" Prinsip  dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa
masyarakat dalam posisi yang soma  harus diberiakukan sama, secangkan  prinsic
kewajoran  vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi  untux
membayar artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi
cliberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsio
lersebut pemerintah daeroh dapal melakukan diskriminasi tarit secara rasional untuk
mewujudkan rasa ketidakadilan.,

selein tu dalam konteks belanjo, Pemerintah Daerch harus mengalokasi kan belanja
tlazrah secara adil dan merala agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok
masyarakat tanpa diskriminasi, knususnya dalam pemberian pelayanan umum,

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran,
maka dalom perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan
an sasaran, hasil dan manfact, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, (2) Peneiapan

jaioritas kegialan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang
rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan
antara kebfjakan (policyj, perencanaan (Planning) dengan penganggaran (budget) cleh
pemerintah daerah, agar sinkren dengan berbagal kebijckan pemerintah seningge ‘idak
menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasamya bertuiuan untuk menyelaras kan kebijckan
ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara
tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran
merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagairnana diharapkar yaitu (1) dalam
konteks kebijakan, anggaran memberikan  arch kebijakan perekonomian dan
menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2)
fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro caiam
perekonomian; (3) anggaran menjadl sorana sekaligus pengendall untuk mengurongi
keUmpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu Negara.

Penyusunan APBD Sulawesi Selatan diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD
sejalon dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD
kepada DPRD untuk dibahas dalom pembicaraan pendahuluan RAPED.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemeriniah
Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sement-ra
untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Sulawe:* Selatan

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang
disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja cen Anggaran ini
disertal dengan prakiraan belanja untuk tahun berlkutnyo setelan tahun anggaran yang
sudah disusun. Rencana Keria dan Anggaran ini kemudian cisampaikan kepada DPRD
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upfuk dibahas dalom pembicaraan pendahu luan RAPBD. Hasil
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuanga

pembahasan ini

| n Daerah sebagai bahan penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah fentang APBD Sulawesi Selatan.

; . ‘ gajukan Rancangan Peraturan Daerah
lentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPKD

untuk.dibchcs dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit
viganisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanjc. Jika DPRD tidak menyetujui
Nauncangan Perda APBD lersebut untuk membiayai keperluan setiap Hulan Pemerintah
Mhaerah dapat meloksanakan pengeluaran daerah setinggi-bngginya sebesar angka APBD
lthun anggaran sebelumnva dengan prioritas untuk belanjo vang mengikat dan wajib.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Gubernur selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
juga pemegang kekuasaan dalom pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Selatan,
Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh
satuan kerja perangkat daerah selaky pejabat pengguna anggaran/barang daerah
dibowah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan daiam
pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme check and
balances serta untuk mendorong  upaya peningkatan  profesionalisme avlam
penyelenggaraan tugas pemerintchan di Sulawesi Selatan.

Dana yang tersedica harus dimanfoatkan dengan  sebaik mungkin untuk dapat
menghasilkan  peningkatan pelayanan dan kesejahteracn yang maksimal guna
kepantingan masyarakat, Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang
fidak sesuai dengon asumsi kebijakan umum APBD, terdapct keadaan yang
menyebabkan harus dilakukar pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegictan
dan antar jenis belanja, serta ferjadi keadaan yang menyebabkon saldo anggaran lebik
fahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain ity
dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran vang beium
tersedia anggarannya, yang selanjuinya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
dan/atau disampaikan dalam Laporar Realisasi Anggaran,

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Daerah ini adalah mernberikan peran
dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem
pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas don perencanaan
keuangan, pengelolaan pivtang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang
Milik Daerah, larangan penyitaan vang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai
daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi des, pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturon Daerah ini diperielas posisi satuan kerja
perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program.
Sementara itu Peraturan Daerah ini juga menetapkan posisi Satuan Keja Pengelola
Keuangan Daerah sebogai Bendahara Umum Daerah, Dengan demikian, fungsi
perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demiklan untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bemilai keci dengan
cepat, harus dibentuk kas kecil pada unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus
bertanggungjawab mengelola dana dalam jumiah yang lebih dibatasi. yang dalam
Peraturan Daerah ini dikenai sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan  sistem pembayaran, dalam rangka
meningkatkan pertanggungjowaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah
serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan
SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialinkan ke Satuan

Kerja Perangkat Daerah, Perubahon ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh
Moses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan komptabel, check
and balance mungkin dapat terbangun melalul (@) ketaatan terhadap ketentuan hukum,
(1Y) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan pefsetuipcn sesuqi ketentuan yang berlaku
(c:) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghmen pelanggaran terhadap ketentuan
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peraturan  perundang-undangan dan memberikan keyakinan
dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalon dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan
keja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus
diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan Unit penerima dan unit
Pengguna kas. Untuk itu, unit yang meanangani perbendaharaan di Satuan Keija Penmeiola
Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebin baik terhadap kemungkinan
kekurangan kas. Dan sebaliknya, melakukan rencana untuk menghuasilkkan pendapatan
tambahan dan pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum
digunakan dalam periode jangka pendek.

baohwa uang doerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan
pilai akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan, - Pemerintah Daerah wajib menyampaikan
pertanggungjawaban berupa (1) laporan Realisasi Anggaran, {2) Neraca, (3) Laporan Arus
Kas. dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai
dengan Standar Akuritansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melaiui
DPRD, laporan keuangan periu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK,

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat
dipisahkan dan mangjemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah
dikeluarkan Undang-liJndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yanc, dilaksanakan
terhadap pengelolaan keuangan Negarc yaitu pemeriksaan intern dar. pemeriksaan
ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaon keuangan daerah  dilaksanakan sejalan  dengan
amandemen [V UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 pemeriksaan atas laporan keuangan
dilaksanakan oleh Badan Pe meriksa Keuangan. Dengan demikian BPK akan melaksanakan

pemeriksaan atas laporan keuongan pemerintah daerah termasuk pemerintah Daerah
Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditer yang
independen akan melaksanakan audit sesual dengan standar audit yang berlaku dan
akan memberikan pendapal atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas lapcran
keuangan pemerintah ini divkur dari kesesuaiannyo terhnadap standar akuntarnsi
pemetintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilagkukan pemeriksaan
inlern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilcksana kan oleh Badan Pengawasan
Daerah dan Auditor Pemeriksaan Internal Pemerintah Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai undang-undang
lersebut diatas, maka pengelolaan keuangan doerah yang diatur dalam peraturan
ddaerah ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma
asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanoan, pencicusahaan, pelaporan,
pengawas an dan pertangungjawaban keuangan doerah.

Sementara lty, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan
oleeh pemerintah daerah. Kebhinnekaan dimung kinkan terjadi sepanjang hal tersebu*
masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan doerah ini. Dengan upaya
lersebut, diharapkan doerah didorong untuk lebih tanggop, kreatit dan mampu
mengaombil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta
meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimal kan
clisiensi tersebut berdasarkan keadaan setempat. Dalam kerangka otonomi, Pemerintah
Neerah Sulowesi Selatan dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah
sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan
pedoman yang ditetapkan.

B. PENJELASAN PASAL DEM| PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal2

Cukup jelas



Pasal 3
Cukup jelas
Pasat 4
Ayat(l)
Tertib adalah bahwa kevangan daerah dikelola secar
guna yang didukung dengan bukfi-bukfi administr
jowabkan.
. Taat pada perundang-undangan bahwa pengelcican keuangan daerah harus
berpedoman atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Efisien adalah ‘pencapaion keluaran yang maksimum dengan masukariertentu atau
Penggunaan masukan terendah untuk mencapal keluaran tertentu.

Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada
tingkat harga yang terendah. '

Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yan
dengan carc membandingkan keluaran dengan hasil,

Transparan  adalah prinsp  keterbukaan yang memungkinkan masyarakat  untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi  seluas-luasnya tentang keuangan

Q teratur, tepat waktu dan tepat
asi yang dapat dipertangaung

g telah ditetapkan, yaitu

daerah.
. Bertanggung jowab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerjia untuk
i mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian  sumber daya dan
pelaksanaan kebijaken yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
= tujuan yang telah ditetapkan,
T Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

A Kepatutan adaleh tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan
. proporsional.

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa Keuangan Daerah divtamakan untuk
) pemenuhan kebutuhan masycarakat,

Ayat(2)
. Cukup Jelas

I'usal 5
Ayat (i)

Kikayaan daerah yang dipisahkan adalah pényerfccn modal pada BUMD, BUMN dar.
I'c:rusahaan swasta,

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat [3)
, Huruf a

N Yang dimaksud dengan koordinaior adalah terkait dengan peran dan fungsi
Sekretaris Daerah membanty Bupati dalam menyusun  kebijakan dan
. & mengkoordinasikan penyelenggaraar urusan pemerintahan daerah termasuk
- pengelolaan keuangon
Ayat (4)
. Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat {2)
Huruf @
Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai fugas menyiapkon dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri atas pejabat perencana.daerah, PPKD dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan.
Hurul b
Cukup jelas
Huruf ¢
i Cukup jelas
. " Hurufd
Cukup jelas
! Huruf e
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Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
"ol 8
Cukup jelas
el 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Hurutf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
el 10
Cukup Jelas
Peisetl 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4]
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Unit SKPD seperti UPTD/UPTB, Kepala Bagion, Kepala Bidang, Kepal
lain.
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

»

a Seksi dan lain-
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I'ermell 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daeran menjadi dasar untuk
meloksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggoran daerah menjdi
pedoman bagi manajemen dalam merencahakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemeriniahan
daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggarar daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/ rnengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisie:si dan efektivitas perekonomian
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah hanjs
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan:
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa andgaran pemerintah daerah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14 '
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup |elas
Possal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayct (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
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Ekuitas dana lancar adalah

selisin antara asset lancor dengan kewajiban jungka
pendek

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

‘\

Pasal 21
Cukup |elas

Pasal 22
Cukup jelas

Posal 23

Ayat (1) huruf a.

Dalam menerima hibah, Daerah tidak boleh melakukan ikatan secara po

litik yang
dapat mempengaruhi kebijakan daerah

Huruf b
Cukup jelas
Hurut ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pe1sctl 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25

Ayat (1)
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Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar
pelayanan dasar kepada masyarakat
Daoerah

Uraian pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dar berpotens
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuci dengan kondisi, kekhasan dan
potensi keunggulan daerah
Ayat (2)

yang berkaitan dengan hak dan
yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
ol 26
Ayat (1) )
Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pado fungsi-fungsi utama
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarckat
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Organisasi Pemerintahan Daerah seperti DPRD, Bupati, Wakil
Bupati, Sekretariat Daoerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah
Kecamatan dan Kelurahan., '
Ayat (3)
Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yar.g sifat wajib dan
urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemariniahan kabupaten.

ol 27
kg |elas

Poetl 28
Cukop jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat {6)

Cukup jelas
Ayat (7)

‘\
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Ayat (8)

Ayat (9)

Cukup jelas
Cukup ielas

Cukup jelas

Ayat (10)

"ol 31

'l 42
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayatl (4)

Ayat [5)

Pasal 33
Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 34
Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
Pasal 35

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)
'asal 36

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pembayaran bunga seperti bunga utang kepoda pemerinton pusat
kepada pemda lain dan lembaga keuangan lainnya.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelus

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

bunga utang
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Cabup jelas

et 48
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3

Ayat (4)

Pasal 39
Ayat {1)

Ayat (2)

Avyat (3)

Pasal 40
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat {1)
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat {6)

Ayat (7)

Mool 43
(kv jelas

['crent A4
Ayat (1)
Avat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

A\
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Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasai 45

Ayat(1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasa: 46
Ayat (1)
Cukup jelas ; R
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47
(ukup jelas

Ayail (1)
RITIVINS!
¢ ukup jelas
[l b
¢ ks jelas

hono!

Hemil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan FPerusanaan
Milik Nuerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikejasamakan dengan
ik ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daeiah,

Pl ol

Lok dolom penerimaan pinjaman  daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
jeneahiitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenan.

Ayail ()

et oy
Cukop jelas

Flonl

Ponyorlaan modal pemerintah daerah terrnasuk investasi nirlabo pemerintah daerah.,
oo o

Cukup jelas

Hutlt d

Cukupjelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Avyat (2)
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el B

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54
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Cukup jelas
Ayat (3) —

Cukup jelas . ¢
Ayat (4)
Kewdqjiban daerah yang dimaksud dalam ayat ini mempertimbangkan presiasi
capaian standar pelayanan minimal sesuai dengon peraturan perundang-undangan.
Untuk memenuhi kewaqjiban daerah dalam memberikan perlindungan, menjamin
akses dan mutu pelayanon dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk
rencana kerja dan capacion presiasi sebagai tolok ukur kKineria doeraoh dengan
menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oien pemerintah

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Avyat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7}

Cukup jelas

Ayat (1)
RPIJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program SKPD, Imntas SKPD, dan program kewilayahan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (1)

Cukuo jelus
Ayat (2]

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jeias

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
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Foraal b

eyt Y/

et H8

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
. Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Avyat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (1)

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
dilokukan secara bertahop disesuaikan dengan kebutuhan.,
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai dari keadaan semulc dengan mempertimbangkan factor kualitas, kuantitas,
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dan setiap program dan kegiatan.
Yang dimaksud dengan indicator kinarja adalah ukuran keberkasiian vang dicaoai
pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.
Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas
beban keja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Yang dimaksud dengan standar satuan
harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam

menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah, »

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas
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Ayat (1)
. Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelos
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {2)
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jeias
Ayat (4)

Cukup jelas

»

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

asal 63

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

"l h4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Angka APBD lohun anggaran sebelumnya dalorn ketentuan ini adalah jumlah APSD
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubohan APBD  {abun
sebelumnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat !5)



Pasal 65

Pasal 66

Peraal 6/

froraal 68

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Hasil evaluasi harus menunjukkan dengan jelas hal-hal di dalam APBD yang fidak
sesudi dengan peraturan perundangan serta alasan-alasan teknis terkait.

Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat {1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelus
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayal {3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat [3)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
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Pasal 69

ool Z0)

e 721

Pasal 72

3 TSN T

Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat [6)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat {5)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat(1)

HANGAN DAERAH

-

Rekening kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berhargo
yang ditetapkan oleh Gubernur. Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan
yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat(5)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayai (8)

A)

Pengembualian dapat d?akukan apahbila didukung dengan bukti yang sah.



Ayat (9)
Cukup jelas

Pemeid /3 ]
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Forwid /4
¢ ukup jelas

Povad /4
Cukup jelas

el 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelcs

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Fasal 81
Cukup jelas

Meisal 82
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pascl 4

Pasal 85

“ Pasal 86

Pasal 87

Pernct] 88

ool 89

et 0

Ayat (4)
CukUp jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Ayat{1)
Cukup jelas
Ayai(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat{l)
Cukup jelas
Ayat(2)
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Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 91

Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas _
Ayat(4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pciscil 93
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup ielas

Pomald 94
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Yang dimaksud bukti penerimaan seperti dokurnen lelang, akte jual bel, note kredit
dan dokumen sejenis lainya.

el 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pembukuan pinjoman dalam bentuk mata vang asing dalam nilai rupiah
menggunakan kurs resmi bank indonesia
Ayat (3)
Cukup jelas

ol 24,
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Yang dimaksud pihak lain sepertl pemerintah pusat, pemerintah daerah Iginnya,
BUMD.

Pasal 100
Ayat(1)
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Cukup jelas
Ayct{2)
Cukup jelas

Pasal 10!
Ayai(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Peisedl 102
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
‘Ayat(3)
Cukup jelas
Avat(4)
Cukup jelas
Ayat(5)
Cukup jelas
Ayat()
Cukup jelas

ool 10w
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Foeerl 104

Ayat(i)
Cukup jelos
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelecs
Ayat(4)

~ Cukup jelas
Ayat(5)
Cukup jelas
Ayat(é)
Cukup jelas
Ayat(7)
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat|4)
Cukup jelas »
Ayat(5)
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat{l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)



] Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas
Ayat(5)
Cukup jelas
Ayat(é)
Cukup jelas
i Ayat(7)
Cukup jelas
Ayat(8)
Cukup jelas
Ayat(9)
Cukup jelas
Ayat(10)
Cukup jelas
Ayat(11)
Cukup jelas

el 107
. Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
S Cukup jelas

Pasal 108
Ayat(1)
Cukup jelas
. Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
‘ Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas

Pasal 109
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 110
Ayat(l)
. Cukup jelas
Ayat(2)
* Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 111
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pemal 112
Ayat(1)
Cukup Jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
A Ayat(3)
Cukup jelas
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Mevad 113
Ayal(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat{4)
Cukup jelas

Pasal 114
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas

Pasal 115
Ayat(l)
Cukup jelas »
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip  akuntansi yang diterapkan
dalam nienyusun dan menygjikan aporan keuangan pemerintah daerah.
Ayat{5)
Cukup jelas

Pasal 116

Ayat{l)
Cukup Jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayai(3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas
Ayat(5)
Cukup jelas
Ayat(6) '
Cukup jelas

Poeail 117
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat{2)
Cukup jelas

ol 118
Ayat{l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas

Posal 119
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Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 120
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat{3)
Cukup jelas

A\

Pasal 121
Ayat{1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Kebijakan akuntansi antara lain mengenai :
pengakuan pendapatan;
pengakuan belanja;
prinsip-prinsio penyusunan laporan:
investasi;
pengakuan dan penghenan/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
kontrak-kontrak konstruksi;
kebijakan kapitalisasi belanja:
kernitraan dengan pihak ketiga:;
biaya penelitian dan pengembangan:
persediaan, baik uniuk dijual maupun untuk dipakal sendiri:
k. danacadangan;
l.  penjabaran mata uang asing. |
Ayat(3)
Cukup jelas

So=000U0
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J'l " If |22
Ayat(1)
Cukup jelos

Ayat(2)
Cukup jelas

Momed 123
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat'2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas

oo 124
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelus
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas

Pasal 125
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)



Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas
Ayat{d)
Cukup jelas
Ayat(s)
Cukup jelas

Pemenl 126
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pesen 127
ok jelas

Ponetl 128
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

ool 129

t.ukup jelas

el 130
Ayat{l)
Cukun jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Poral 131
Cukup jelas

Pascl 132
Ayat{1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 133
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup Jelas
Ayat(4)
Cukup jelas

Pasal 134
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 135
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
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el 136

Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat{2)
Cukup jelas
Ayat{3)
Cukup jelas
Ayat{4)
Cukup jelas
Ayat(s)
Cukup jelas

vt 137

Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal 138

Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelascnnya yang akan
direalisir dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat{3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas
Ayct(5)
Cukup |elas
Ayat(é)
Cukup jelas

Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas

ool 142

Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas

»
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Ayat(5)
Cukup jelas
Ayat{é)
Cukup jelas
Ayat(7)
Cukup jelas
Ayat(8)
Cukup jelas

Pasal 143
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 144

Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas "
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas
Ayat(5)
Cukup jelas

Pasal 145
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 146

Ayat(1) ‘
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat{4)
Cukup jelas

[yl | 47
Ayat(1)
Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayar ini adalah bertujuan untuk tercapainya
keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijokan nasional, keserasian antara
kepentingan publik dan kepentingan aparatur, sertc untuk meneliti sejavh mana APBD
tidok bertentangaon dengan kepentingan umum, peraturan yang lebin finggi. dan
Peraturan Daerah lainnya.
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas

['eretl 148
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Fasal 149
Ayat(1)



e,

L =

Pembinaan yang dimaksud adalah pemberian b_imbingcm supervise dan konsultan
dalam pelaksanaan APBD termasuk pelaksanacn pengelolaan keuangan desa.

Ayat{2)
Cukup jelas

Pasal 150
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 15!

- Cukup jelas

Pasal 152
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayalt(2)
Cukup Jelas

ol 153
Cukup jelas

el 154
ok jelas

[l 155
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat{2)
Cukup Jelus
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas
Ayat(5)
Cukup jelas
Ayat{é)
Cukup jelas

Poredd 156
Ayai(l)
Cukup jelas
Ayat{2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas

Pasal 157
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat{2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup jelas
Ayat(4)
Cukup jelas

rat(1)
“up jelas
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O | Cukup jelas

‘. Ayat(3)

: . Cukup jelas

b Ayal(4)

Cukup jelas
Ayat(l)

fl ! ‘ Pasal 159

‘ .

f 3 Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas
: Ayat(3)

g Cukup jelas
| ; 'aisal 160

Ly Ayat(l])

' Cukup jelas
| Ayah(2)

Ex Cukup jelas

B T

i 7 I'tisal 161 &
3 Ayal(l)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukupjelas -

I'cisal 162
Ayal(i)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Cukup |elas

Pusal 143

Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas
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